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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PHPL
PADA IUPHHK-HA PT AMINDO WANA PERSADA

IDENTITAS LPPHPL
Nama LPPHPL

Nomor Akreditasi KAN
Alamat Kantor

Telepon

Email

Penanggung Jawab
LPPHPL

Standar Audit yang
Digunakan

Tim Audit

Tim Pengamobil
Keputusan

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen
Alamat Kantor

Jenis Izin Usaha

SK IUPHHK-HA

Luas Areal IUPHHK-HA
Lokasi

Email

Pengurus Perusahaan

Management Representatif

PT Trustindo Prima Karya

LPPHPL-019-IDN

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
JI. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
(0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com

Ir Kurnia

Al o al

PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Rev. L 01/04/2017

Ir Wasis Kuncoro (Ketua Tim Audit merangkap Auditor Sosial);
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor bid. Produksi);

Hartati Saat, S.Si (Auditor bid. Ekologi); dan

Ir Harijadi (Auditor bid. Prasyarat & VLK Hutan).

Ir Kurnia; dan

Ir Rudy Setyawan.

PT Amindo Wana Persada

Graha Sele, JI. Tebet Raya No. 8 — 10 Jakarta Selatan
IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)

No. 940/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999
43.680 Hektar

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
ndg_s@yahoo.co.id

Direktur : HAM Eddy Tampi

Komisaris : HAM Juchiro Tampi

Adi Samijo
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Koordinasi Teknis
dengan Instansi
Kehutanan sebelum ke
lapangan

Samarinda,
22 November 2018

Dilakukan kepada :

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh
Bpk. Antonci Leo jabatan Kasie P3HP.

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
diterima oleh Ir.Hj.Kasmiyah, M.Si jabatan
Kasie PTH.

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan

Pertemuan Pembukaan

Kantor PT Amindo
Wana Persada di
Tanjung Redeb
23 November 2018

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan penilaian yang
digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan

Blok RKTUPHHK-
HA Tahun 2018,
Tpn, TPK Hutan
dan Logpond PT
Amindo Wana
Persada

23 - 26
November 2018

Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1
(satu) tahun terakhir serta menganalisa
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit :

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK
Hutan.

Pertemuan Penutupan

Kantor PT Amindo
Wana Persada di
Tanjung Redeb
27 November 2018

Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan
temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
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Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Koordinasi Teknis
dengan Instansi
Kehutanan sesudah dari
lapangan

Samarinda,
28 November 2018

Dilakukan kepada :

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
diterima oleh Bpk. Herry Maryadi jabatan
Sekretaris.

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh
Bpk. Antonci Leo jabatan Kasie P3HP.

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan

Pengambilan Keputusan
Penilikan Ke-1

Samarinda,
12 Desember 2018

a. PT Amindo Wana Persada dinilai
LULUS Penilaian Kinerja PHPL sesuai
Lampiran 1.1 dan 2.1 Peraturan
Direktur Jenderal PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-PHPL PT Amindo Wana
Persada dipertahankan sesuai masa
berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya dengan Predikat BAIK
(Nilai Akhir Kinerja PHPL = 83,33 %
tanpa verifier bobot Dominan bernilai
Buruk dan Memenuhi standar VLK).

c. S-PHPL PT Amindo Wana Persada
akan dilakukan penyesuaian melalui
mekanisme Revisi S-PHPL.
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1. Indikator No 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHKK-HA

Legal dan Administrasi
Tata Batas (PP/SK.
IUPHHK-HTI, Pedoman
TBT, Buku TBT, Peta
TBT, BATB)

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.1 CD BAIK | Berdasarkan  verifikasi dokumen legal dan
Ketersediaan Dokumen administrasi tata batas (seperti Laporan TBT,

Pedoman TBT, BA TBT dan Peta TBT) yang dimiliki
oleh PT Amindo Wana Persada, maka diketahui
bahwa pada periode Penilikan Ke-1 tidak ada
perubahan.

Dokumen legal tersebut meliputi :

1. Akte Pendirian Perusahaan Nomor 05 tanggal 17
Februari 1999 oleh Notaris & PPAT Soekardiman,
SH;

2. Akte Perubahan terakhir Nomor : 113 tanggal 31
Oktober 2017 oleh Notaris Sindian Osaputra, SH,
M.Kn

3. SIUP Kecil Nomor 014/24.1.0/31.74.01/
1.779.2/2016 dengan alamat Graha SELE JI.
Tebet Raya No.8-10 RT.013/03 Tebet Barat,
Tebet — Jakarta Selatan

4. NPWP No. 01.903.790.2-015.000

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan
Terbatas (PT) dari Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan -
Provinsi DKI Jakarta Nomor 09.03.1.46.46879

6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan  940/Kpts-VI/1999, tanggal 14
Oktober 1999 tentang Pemberia  Hak

Pengusahaan Hutan Kepada PT. AMINDO WANA
PERSADA atas areal seluas + 43.680 Ha, terletak
di Provinsi Kalimantan Timur

7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012
tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan
Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi
Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun
2012 -2021 atas nama PT. AMINDO WANA
PERSADA Provinsi Kalimantan Timur.

8. Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan
RPL Hak Pengusahaan Hutan PT. AMINDO
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
WANA PERSADA di Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur, yang disetujui Ketua KOMISI
PUSAT AMDAL Departemen Kehutanan Nomor :
1767/Menhutbun-I1/99 tanggal 14 Oktober 1999.

9. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
Hak Pengusahaan Hutan PT. AMINDO WANA
PERSADA di Kabupaten Berau - Provinsi
Kalimantan Timur, yang disetujui Ketua KOMISI
PUSAT AMDAL Departemen Kehutanan Nomor :
1767/Menhutbun-11/99 tanggal 14 Oktober 1999.

10. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Hak Pengusahaan Hutan PT. AMINDO WANA
PERSADA di Kabupaten Berau - Provinsi
Kalimantan Timur, yang disetujui Ketua KOMISI
PUSAT AMDAL Departemen Kehutanan Nomor :
1767/Menhutbun-I1/99 tanggal 14 Oktober 1999;

11. Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2013 s/d Tahun
2017 vyang disahkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen administrasi tatabatas meliputi :

1. Berita Acara TBT Hutan Lindung Gunung
Kong Kemul sepanjang 77,69 KM tertanggal
30/04/1998 dengan areal Eks, HPH PT Alas
Helau;

2. Laporan TBT No. 2473 Tahun 2009 yang
melaporkan hasil pengukuran batas
persekutuan sepanjang 56,06 KM terdiri dari :

a. Batas dengan PT Aditya Kirana Mandiri (PT
AKM) sepanjang 24,45 KM;
b. Batas dengan PT Wana Bakti Persada
Utama (PT WBPU) sepanjang 31,61 KM
Verifier 1.1.2 D BAIK | Sesuai hasil verifikasi keberadaan dokumen
Realisasi Tata Batas administrasi tatabatas pada verifier 1.1.1, maka
dan Legitimasinya diketahui bahwa pada periode penilikan ke-1
(BATB) dokumen tata batas yang dimiliki oleh

IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada tidak

ada perubahan, sehingga dapat disimpulkan

realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT

Amindo Wana Persada sudah TEMU GELANG (100

%).

Realisasi tatabatas tersebut terdiri dari :

1. BATBT Hutan Lindung Gunung Kong Kemul
sepanjang 77,69 KM; tanggal 30/04/1998
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

dengan areal Eks, HPH PT Alas Helau;

2. Laporan TBT No.2473 Tahun 2009 yang
melaporkan hasil pengukuran batas
persekutuan sepanjang 56,06 KM terdiri dari :
a. Batas dengan PT Aditya Kirana Mandiri (PT

AKM) = 24,45 KM;
b. Batas dengan PT Wana Bakti Persada Utama
(PT WBPU) = 31,61 KM

Verifier 1.1.3

Pengakuan Para Pihak
Atas Eksistensi Areal
IUPHHK Kawasan
Hutan (BATB)

CD

BAIK

Pada periode Penilikan Ke-1 tidak terdapat konflik
lahan dengan pihak lain /masyarakat setempat sesuai
dengan hasil wawancara dengan Hedrianto Loli
Saban (Ganis Binhut) yang menangani Litbang,
Kelola Lingkungan dan Sosial.

Dan hasil wanwancara dengan Sdr. Adi Samijo, A.Md
(Ganis Binhut) maka didapatkan informasi bahwa
blok RKTUPHHK-HA Tahun 2016 (sesuai Peta
RKUPHHK-HA)yang pernah di klaim sebagai
areal hutan adat dari wilayah kampung Long
Ikian pada tahun 2017 sudah disetujui oleh
Kepala Adat kampung Long Ikian untuk
diusulkan menjadi blok RKT tahun 2019;

Hal diatastermasuk upaya penyelesaian auditee
terhadap klaim lahan yang pernah terjadi pada
tahun 2017 dan telah diselesaikan dengan
tidak mengusulkan blok RKTUPHHK-HA Tahun
2016 tersebut ke RKT Tahun 2017,sesuai
dengan  surat  Direktorat UHP  Nomor
S.669/UHP/RKUPHA/HPL.1/6/2016 tanggal 28 Juni
2016 tentang Tanggapan Permohonan Arahan Lokasi
URKT Tahun 2017 An. PT Amindo Wana Persada
Provinsi Kalimantan Timur

Kemudian hasil kunjungan auditor sosial yang
merangkap Kepala Tim Auditor langsung ke kampung
Long Ikian telah mendapat infromasi dari kepala Adat
Long Ikian bahwa benar areal hutan adat mereka
yang termasuk di blok URKT tahun 2016 (pada Peta
RKUPHHK-HA) dapat dikerjakan oleh PT Amindo
Wana Persada sebagai RKT tahun 2019, namun
dengan syarat perusahaan membuatkan jalan
menuju kampung Long Ikian kurang lebih 1,5 KM
dari lokasi hutan adat mereka.

Verifier 1.1.4
Tindakan pemegang

CD

N/A

Pada periode Penilikan Ke-1 tidak ada perubahan
atau diketahui bahwa pada areal kerja PT. AWP
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

izin dalam hal terdapat
perubahan fungsi
kawasan. (Apabila
tidak ada perubahan
fungsi maka verifier ini
menjadi Not Aplicable)

terjadi perubahan fungsi kawasan vyaitu HPT
menjadi APL seluas 2.038 Ha, namun auditee
tidak mengusulkan perubahan perencanaan (revisi
RKUPHHK-HA Periode 2012-2021) kepada pejabat
yang berwenang atau instansi terkait.

Alasan auditee tidak mengusulkan Revisi RKUPHHK-
HA sebagai berikut :

1. Bahwa kawasan HPT yang berubah menjadi APL
seluas * 2.038 Ha tidak mengurangi blok
RKTUPHHK-HA yang sudah diatur dan disetujui
untuk jangka waktu 10 tahun (2012 s/d 2021),
dan sesuai Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000, diketahui
bahwa lokasi APL tersebut berada pada blok
RKTUPHHK-HA untuk Tahun 2022 — 2031 (XXI —
XXXI);

2. Bahwa kondisi penutupan lahan pada sebagian
APL adalah belukar muda dan semak seluas %
689 Ha yang menandakan lokasi tersebut eks
perladangan masyarakat setempat yang berada
di kiri kanan tepi sungai Kelay, sehingga dapat
diduga bahwa lokasi APL tersebut merupakan
areal yang akan digunakan untuki perluasan
pemukiman dan sumber mata pencaharian
(berladang) dari masyarakat setempat yang
berada di tepi kiri kanan dari Sungai Kelay.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan fungsi
kawasan hutan dari HPT menjadi APL di dalam areal
kerja IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada seluas
2.038 Ha tidak berpengaruh terhadap blok-blok
RKTUPHHK-HA yang sudah diatur atau ditata selama
10 tahun (periode 2012 s/d 2021), sehingga auditee
tidak harus melakukan perubahan perencanaan
(revisi RKUPHHK-HA) sampai dengan masa
berlakunya RKUPHHK-HA habis pada bulan April
2021. Dan karenanya untuk verifier 1.1.4. tidak
dapat dilakukan verifikasi atau Not Apllicable (NA)

Verifier 1.1.5

Penggunaan Kawasan
di Luar Sektor
Kehutanan. (Apabila
tidak ada penggunaan
kawasan di luar sektor
Kehutanan maka

CD

SEDANG

Pada periode Penilikan Ke-1 terdapat upaya auditee
untuk melakukan pemenuhan observasi hasil audit
tahun 2017, namun laporan yang dimaksud tidak
dapat memenuhi atau memperbaiki nilai verifier 1.1.5
karena Laporan Identifikasi Kegiatan Non Kehutanan
di areal kerja PT Amindo Wana Persada dengan
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

verifier ini menjadi Not
Aplicable).

lampiran Peta Identifkasi Kegiatan di areal kerja PT
Amindo Wana Persada Skala 1 : 50.000 ditujukan
kepada Kepala BPHP Berau Barat seharusnya
kepada Dinas Kehutanan ditembuskan pada Direktur
Jenderal PHPL dan BPHP setiap 6 (enam) bulan
mengacu pasal 4 dari Peraturan Dirjen PHPL Nomor :
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/ 2/2016 tanggal 25 Februari
2016.

Sehingga laporan tentang pemetaan konflik dan
resolusi konflik perlu dibuat lagi oleh audieedan
mengacu kepada Peraturan Dirjen PHPL Nomor :
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016

Kesimpulan Indikator 1.1

15

14

14/15 = 93,33 % (BAIK)

2. Indikator No 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

DokumenVisi, Misi Dan
Tujuan Perusahaan
Yang Sesuai Dengan
PHL

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.2.1 D BAIK | Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui bahwa
Keberadaan dokumen Visi dan Misi tersedia dantidak ada

perubahan sesuai dengan dokumennya yangtelah
ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Amindo
Wana Persada pada bulan Januari 2017.

VISI :

“Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan secara
efektif, efisien, dan professional yang mencakup
kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial
guna mewujudkan system pengelolaan hutan alam
produksi lestari”.

MISI :

“Melaksankan kegiatan pembalakan hutan yang
menguntungkan bagi perusahaan dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan dan juga dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan
serta mendapat pengakuan secara Nasional dan
Internasional dalam bentuk sertifikasi Pengelolaan
Hutan Lestari (Sustainable Forest Management)”

KEBIJAKAN LINGKUNGAN :

1. Perusahaan berupaya untuk selalu
memperhatikan aspek-aspek lingkungan/ekologi
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dari  aktivitas unit manajemen  melalui
pencegahan dan me-minimalisasi terjadinya
kerusakan dan pencemaran lingkungan;

2. Perusahaan berupaya untuk selalu mematuhi
peraturan, perudangan dan persyaratan lain
yang relevan dengan pengelolaan sumber daya
hutan dan pengelolaan lingkungan;

3. Perusahaan berupaya untuk selalu menerapkan
pembalakan ramah lingkungan (Reduced
Impact Logging) dalam pengelolaan hutannnya;

4. Perusahaan berupaya untuk selalu membina
serta meningkatkan hubungan yang baik dan
harmonis dengan masyarakat di dalam dan atau
di sekitar hutan;

5. Seluruh jajaran organisasi dan karyawan
berperan dan terlibat secara langsung sesuai
dengan bidang tugas dan tanggung jawab
masing-masing melalui penerapan procedure
dan instruksi kerja secara konsisten dalam
penerapan pengelolaan hutan secara lestari;

6. Manajemen akan selalu  mengevaluasi
keberhasilan pencapaian kinerja pengelolaan
hutan alam secara lestari (PHAPL) secara
berkala dalam rangka perbaikan berkelanjutan
(Continued Improvement).

Isi Visi dan Misi PT. Amindo Wana Persadadan

sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL), dan Visi dan Misi

tersebut telah dilengkapi dengan Kebijakan

Lingkungan, karena kawasan hutan yang di kelola

oleh auditee berada di kawasan Hutan Produksi

Terbatas (HPT) yang kendalanya topografi sedang

sampai berat.

Verifier 1.2.2
Sosialisasi Visi, Misi
Dan Tujuan
Perusahaan

BAIK

Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui terdapat
Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan
tanggal 30 April 2018 kepada masyarakat setempat
yaitu Kampung Long Suluy dan Long Ikian dengan
lampiran daftar hadir.

Sedang kegiatan sosialisasi Visi dan Misi tahun 2018
kepada karyawan tidak dilakukan oleh auditee,
dengan alasan bahwa Visi dan Misi tersebut sudah
pernah di sosilisasikan pada tahun 2017 dan isi Visi
dan Misi terpampang jelas di dinding masuk kantor
Base Camp KM 103 sehingga setiap saat karyawan
di lapangan dapat membaca isi dari Visi dan Misi
Perusahaan tersebut (hasil wawancara denga MR).
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Verifier 1.2.3 D SEDANG | Pada periode penilikan ke-1 atau selama 9 bulan
Kesesuaian Visi, Misi terakhir (Februari s/d Oktober 2018) diketahui
Ic)lﬁrligan Implementasi bahwa implementasi Visi dan Misi perusahaan di
lapangan hanya sebagian yang sesuai dengan
Visi dan Misi PHL (Pengelolaan Hutan Lestari).
Kesimpulan Indikator 1.2 18 16/18 = 88,89 % (BAIK)

3. Indikator No 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada
Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi
Penelitian, Pendidikan dan Latihan.

NOMOR DAN JUDUL

profesional bidang
kehutanan di lapangan
pada setiap bidang
kegiatan pengelolaan
hutan sesuai
ketentuan yang
berlaku.

VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.3.1 CD SEDANG | Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui bahwa
Keberadaan tenaga (Naik) terdapat pemenuhan observasi penilaian audit

tahun 2017 karena terdapat penambahan Ganis
PHPL Nenhut di PT.Amindo Wana Persada pada
tahun 2018 sehingga realisasi jumlah Ganis PHPL
sebagai berikut :

| Standar | Reali
Kualifikasi Jumlah sasi Kecukupan
Ganis *)
1 Ganis Canhut 2 1 Kurang 1
5. | Ganis Nenhut 2 1 Kurang 1
3. Ganis Binhut 2 5 Cukup
4, Ganis Kurpet 1 1 Cukup
5. Ganis PKB-R 2 3 Lebih 1
Jumlah 9 8

Ket : *) SK. Perdirjen PHPL P. 16/PHPL-IPHH/2015 untuk luas
25.000 Ha s/d 50.000 Ha.

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di
PT. Amindo Wana Persada di lapangan tersedia
pada setiap bidang pengelolaan hutantetapi
jumlahnyakurang dari ketentuan yang berlaku yaitu
untuk Ganis Canhut kurang 1 orang dan Ganis
Nenhut kurang 1 orang.
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 1.3.2

Peningkatan
Kompetensi SDM.

SEDANG
(Turun)

Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui bahwa
realisasi pendidikan dan latihan di PT. Amindo Wana
Persada tahun 2018 (Februari s/d November 2018)
maka diketahui bahwa perusahaan telah me-
realisasikan peningkatan kompetensi SDM
sebesar 50 % (antara 50 - 70 %) dari rencana
sesuai kebutuhan.

Untuk kedepan sebaiknya Diklat di fokuskan ke
pemenuhan kekurangan Ganis PHPL Canhut 1 orang
dan Ganis PHPL Nenhut 1 orang, seperti verifier
1.3.1., sedang Diklat untuk Non Ganis sesuai
dengan kebutuhan untuk pengembangan SDM
berbasis kompetensi jabatan di struktur organisasi
yang memiliki job description.

Verifier 1.3.3

Ketersediaan Dokumen
Ketenagakerjaan.

SEDANG

Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui bahwa
dokumen terkait ketenaga kerjaan PT.
Amindo Wana Persada di Tanjung Redeb yang
menjadi kantor perwakilan perusahaan tersedia
tetapi tidak lengkap seperti penilaian awal,
karena keberadaan file ketanagakerjaan di
Tanjung Redeb tidak tersimpan dengan baik,
(seperti file Surat Perjalanan Dina dan,
Laporan Ketenagakerjaan ke Dinaskertrans)

Hal diatas disebabkan keberadaan personil Kasie
Personalia, Admin & Umum (Sdr. Sahri) berkantor di
Jakarta dan tugas sehari-hari terkait administrasi
kepegawaian dan upaya pengembangan SDM, dan
lainnya terakit Laporan Ketenagakerjaan dilakukan
oleh Kasie Keuangan (Sdr. Atin) yang berada di
Kantor Tanjung Redeb.

Seharusnya keberadaan personil dengan jabatan
Camp Manager ke bawah di lokasi kerja (site),
seperti para Asisten Manager dan para Kasie guna
menunjang kegiatan opeasional secara utuh sesuai
job decription yang menjadi satu kesatuan dengan
Struktur Organisasi.

Kesimpulan Indikator 1.3

15

10

10/15 = 66,67 % ( SEDANG )
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4. Indikator No 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan Periodik, Evaluasi, dan Penyajian Umpan Balik
Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

SPI/Internal Auditor
dan Efektifitasnya.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 1.4.1 D BAIK Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui terdapat

Kelengkapan Unit Kerja perubahan Struktur Organisasi PT Amindo

Perusahaan Dalam Wana Persada yang telah ditetapkan oleh Direktur

Kerangka PHPL. Utama sesuai SK. No. 030/AWP-DIR/JKT/III/2018
dan setelah dianalisa bahwa perubahan Struktur
Organisasi PT Amindo Wana Persada tersebut
terjadi karena pergantian personil yang menjabat,
sedang Bagan Struktur Organisasi PT Amindo Wana
Persada masih sama dengan Struktur Organisasi
yang lama, sehingga job description yang lama
masih tetap diberlakukan untuk Struktur Organisasi
yang baru dan secara keseluruhan sesuai
dengan kerangka PHPL

Verifier 1.4.2 D SEDANG | Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui bahwa

Keberadaan Perangkat terdapat data peralatan pendukung SIM vyang

Sistem Informasi dimiliki PT. Amindo Wana Persada tahun 2018 dan

Manajemen dan terdapat tenaga pelaksana sesuai SK. Manager

Tenaga Pelaksana. Camp Nomor : 005/AWP/BC-103/2018 tanggal 04
Januari 2018 yaitu Sdr, Asis Safrudin sebagai
Koordinator SIM, namun implementasinya belum
efektif dalam penyiapan data atau dokumen yang
diperlukan oleh auditor saat dilakukan penilaian
kinerja PHPL.

Verifier 1.4.3 D SEDANG | Pada periode Penilikan Ke-1 tidak ada perubahan

Keberadaan SK. Direktur Utama PT Amindo Wana Persada

No.032/AWP-DIR/JKT/IX/2017 tanggal 4 September
2017 tentang Struktur Organisasi Satuan Pengawas
Internal (SPI) atau Internal Audit PT Amindo Wana
Persada yang menunjuk Sdr. Anggun Fariza sebagai
Ketua dan Koordinator pelaksana pengawas
/Internal Audit.

Berdasarkan verifikasi Laporan Internal Audit yang
terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Laporan Audit
Internal Bagian Teknis Lapangan dan Laporan Audit
Internal Bagian Keuangan dan Administrasi
Ketanagakerjaan yang dilakukan 3 (tiga) kali yaitu
bulan Maret, Juni dan September 2018, maka dapat
disimpulkan bahwa keberadaan tim SPI/Internal
Audit belum berjalan dengan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan
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pengusahaan hutan,.

Verifier 1.4.4 D SEDANG | Pada periode Penilikan Ke-1 terdapat Laporan
Keterlaksanaan Tindakan Koreksi yang dibuat oleh Tim SPI bulan
Tindakan Koreksi dan Maret, Juni dan September 2018 dan berdasarkan
PencegahanManajemen verifikasi laporan audit internal tersebut disimpulkan
Berbasis Hasil bahwa terdapat keterlaksanaan sebagian tindak
Monitoring dan koreksi manajemen yang berbasis monitoring
Evaluasi. dan evaluasi.

Kesimpulan Indikator 1.4 24 18 18/24 = 75,00% (SEDANG)

5. Indikator No 1.5 : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

NOMOR DAN JUDUL

Persetujuan Dalam
Proses Tata Batas.

VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 1.5.1 CD BAIK Pada periode penilikan ke-1 diketahui bahwa PT

Persetujuan Rencana Amindo Wana Persada telah melakukan sosialisasi

Penebangan Melalui terkait persetujuan rencana penebangan (blok RKT

Peningkatan 2018) di lapangan kepada masyarakat setempat

Pemahaman, dari Kampung Long Suluy dan Kampung Ikian pada

Keterlibatan, tanggal 30 April 2018, sesuai Berita Acara

Pencatatan Proses dan Sosialisasi yang dilampiri daftar hadir.

Diseminasi isi Berdasarkan Berita Acara Sosialisasi antara

Kandungannya. perusahaan dengan pihak Kampung Long Suluy dan
Long Ikian, maka terdapat persetujuan dari
masyarakat setempat terkait blok/petak
tebangan RKT 2018 yang akan dikerjakan oleh PT
Amindo Wana Persada.

Verifier 1.5.2 D BAIK Pada periode penilikan ke-1 diketahui terdapat

dokumen tata batas yang dimiliki oleh PT Amindo
Wana Persada, seperti Laporan TBT vyang
didalamnya terdapat Pedoman TBT, Intruksi Kerja,
Berita Acara TBT dan Peta TBT.

Laporan TBT dan para pihak yang terlibat dalam
proses persetujuan tata batas sebagai berikut :

1. Pihak Pemerintah sebagai Panitia Tatabatas

Hutan Lindung (BATBT 30/04/1998) meliputi :

a. Pemerintahan Pusat Cq. Kementerian
Kehutanan (LHK);

b. Pemerintahan Daerah (Cq. Dinas
Kehutanan Provinsi);

c. Pemerintahan Kabupaten (Cqg. Dinas
Kehutanan Kabupaten);

d. Pemerintahan Kecamatan;

e. Pemerintahan Desa setempat;
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f. Eks. HPH PT Alas Helau.

2. Pihak Perusahaan yang berbatasan

(Persekutuan) meliputi :

a. IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mandiri

b. IUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada

Utama;

c. IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada;
Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses
penataan batas areal IUPHHK-HA PT Amindo
Wana Persada telah mendapat persetujuan
dari para pihak.

Verifier 1.5.3

Persetujuan Dalam
Proses dan

Pelaksanaan CSR/CD.

SEDANG

Pada periode Penilikan Ke-1 terdapat dokumen
rencana Opersional PMDH dan realisasi PMDH tahun
2018 dan para pihak terkait dalam persetujuan
proses maupun pelaksanaan tidak ada
perubahan dengan penilaian awal pada bulan
Februari 2018, yaitu sebagai berikut :

A. Pihak Pemerintahan Desa/Kampung terdiri dari :

1. Kampung Long Suluy (lokasi kampung di
dalam areal konsesi);

2. Kampung Long Lamcin (lokasi kampung di
dalam areal konsesi)

3. Kampung Long Pelay (lokasi kampung di
luar areal konsesi)

4, Kampung Long Duhung (lokasi kampung di
luar konsesi);

5. Kampung Batu Rajang (lokasi kampung di
luar konsesi).

B. Pihak Pimpinan Perusahaan di Base Camp KM
103

Dimana realisasi CSR/CD pada tahun 2018 dapat
dibedakan sesuai dengan lokasi kampung (didalam
atau diluar areal konsesi), sehingga dapat
disimpulkan bahwa untuk persetujuan dalam proses
dan pelaksanaan CSR /CD tidak semua pihak atau
sebagian yang mendapat persetujuan dari
perusahaan karena tergantung kepentingan
dari bantuan tersebut diberikan.

Verifier 1.5.4

Persetujuan Dalam
Proses Penetapan
Kawasan Lindung.

BAIK

Pada periode Penilikan Ke-1 terdapat dokumen

terkait persetujuan dalam penetapan kawasan

lindung di areal kerja PT Amindo Wana Persada

seperti :

1. Dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Tahun 2012
— 2021 dan lampiran Peta RKUPHHK Skala 1 :
50.000;
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2. Surat Keputusan Direksi PT Amindo Wana
Persada Nomor : 032/AWP-DIR/JKT/IX/2017
tanggal 04 September 2017 tentang Penetapan
Kawasan Lindung Di Areal Kerja IUPHHK-HA PT
Amindo Wana Persada;

3. Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung
kepada masyarakat Kampung Long Suluy dan
Long Ikian tanggal 30 April 2018.

Dari dokumen diatas, maka diketahui bahwa pihak
pihak terlibat :

1. Pihak Pemerintahan Pusat (Kemen LHK);

2. Pihak Perusahaan;

3. Pihak Pemerintahan Desa (Kampung Long Suluy
dan Kampung Ikian)

Luas kawasan lindung berdasarkan RKUPHHK-HA

PT AWP seluas + 6.528 Ha yaitu terdiri dari :

1. Buffer Zone HL Gunung Kong Kemul : 3.885 Ha

2. Sempadan Sungai : 738 Ha
3. KPPN : 304 Ha
4. Lereng E (>40%) : 1.601 Ha

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses
penetapan kawasan lindung telah melibatkan
semua pihak yang terkait.

Kesimpulan Indikator 1.5

21

19

19/21 = 90,47 % (BAIK)

B. KRITERIA PRODUKSI

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan
hutan lestari

1. Indikator 2.1 :

radaan dokumen
rencana jangka
panjang
(management plan)
yang telah disetujui
oleh pejabat
berwenang.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.1.1. D BAIK

PT Amindo Wana Persada tersedia dokumen
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Berbasis
IHMB Periode Tahun 2012-2021, yang disahkan
berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan
Nomor : SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012,
Persetujuan RKUPHHK-HA Untuk Jangka Waktu 10
Tahun Periode Tahun 2012-2021 a.n PT Amindo
Wana Persada di Provinsi Kalimantan Timur yang
ditandatangani a.n. Menteri Kehutanan, Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina
Usaha Hutan Alam ttd Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc
(NIP. 19600106 198703 1 001).
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Berdasarkan analisis zonasi hutan sebagaimana
tabel diatas didapatkan data Etat luas dan Etat
volume, sebagai berikut :

a. Etat Luas
Etat luas = Luas efektif areal berhutan : Daur
= 35.600 Ha : 30 tahun
= 1.186 Ha / Thn

b. Etat volume berdasarkan IHMB :
Etat volume = Etat luas x Vpr x fp x fe
= 1.186 x 64,08 x 0,8 x 0,7 m*/tahun
= 42.559 m3/tahun

c. AAC Berdasarkan Keputusan IUPHHK :
Luas Areal = 43.680 ha
Etat Luas = 1.048 ha/tahun
IPT 52.296,88 m*/tahun

Berdasarkan uraian diatas, PT Amindo Wana
Persada terdapat dokumen rencana jangka panjang
yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
dan disusun berdasarkan hasil IHMB serta
landscaping areal produktif efektif yang realistis /
benar, pada uraian laporan hasil Sertifikasi Tahun
2017 menyatakan bahwa PT Amindo Wana Persada
tidak mendapatkan peringatan terkait dengan
pemenuhan kewajiban penyusunan RKU.

Verifier 2.1.2

Kesesuaian
implementasi
penataan areal kerja
di lapangan dengan
rencana jangka
panjang

BAIK
(Naik)

Penataan areal kerja di lapangan untuk RKT 2018
mengacu kepada Peta RKUPHHK-HA PT Amindo
Wana Persada Periode Tahun 2012 — 2021.

Kesesuaian penataan areal kerja blok RKT 2018
dengan RKU dilakukan penyandingan luasan pada
RKU dan RKT bahwa terlihat penataan areal kerja
PT Amindo Wana Persada RKT 2018 sesuai
dengan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 - 2021,
namun terdapat sisa atau carry over dari RKT 2018.

Hasil verifikasi lapangan, diperoleh bukti-bukti
pelaksanaan kegiatan PAK yang berupa penandaan
batas dilakukan dengan melakukan pemasangan
plang batas blok RKTUPHHK-HA dan Plang batas
Petak pada RKTUPHHK-HA tahun 2018.

Verifier 2.1.3
Pemeliharaan batas

SEDANG

Sebagian tanda batas blok dan petak kerja
(pal/patok batas) terlihat dengan jelas di lapangan,
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2.1

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
blok dan serta tanda/bekas jalur rintisan blok dan petak juga
petak/compartment sebagian terlihat dengan jelas.
Kesimpulan Indikator 18 16 16/18 = 88,89 % (BAIK)

2. Indikator 2.2

: Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

Terdapat data potesi
tegakan per
tipeekosistem yang
ada (berbasis
IHMB/Survei Potensi,
ITSP, Risalah Hutan).

Sediaan Tegakan Rata-rata Per Hektar Semua Jenis
dan Semua Kualitas Kayu di Areal Kerja IUPHHK-HA
PT Amindo Wana Persada seperti tabel di bawah ini

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.2.1 D BAIK | Data potensi tegakan hasil IHMB berupa Rekapitulasi

10 - <20 20 - <30
Kelompok
L Jenis
Btg m? Btg m?
1. | Kel 15487280 | 703.350,99 | 933.386 | 351.427
Meranti
2. | Kel-R. 5.719.370 | 940.158,07 655.511
" | Campuran | T B 1.401.474 ’
3. | Kel.Kayu | 445880 | 62.893,22 | 141.175 | 55.75¢
Indah
4 |Kayu 1399233 | 5602508 | 113.746 | 46.095
Dilindungi
Jumiah 12.019.267 |1.762.427,36 |2.589.781 |1.108.793
Rata-rata / Ha 315,08 46,20 67,89 29
Lanjutan
- -<
\o. Kelompok 30 - <40 40 - <50
Jenis Btg m? Btg m?
1, | Kel. 358.299 | 286.968,53 411.133
" | Meranti : e 291.057 !
2. | Kel.R. 421,958 | 397.044,66 530.548
" | Campuran ) T 373.015 ’
Kel. Kayu y
3. | Indan 31.493 26.656,48 | 33.217 | 48.41
4. |Kayu 1 55800 | 25.643,72 | 26.638 | 36.539
Dilindungi
Jumlah 839.550 | 736.313,39 |53 657 |1 035,638
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tentang riap tegakan

memiliki 1 (satu) tipe ekosistem vyaitu ekosistem
hutan tropika basah tanah kering dataran rendah.
Terdapat 1 (satu) sistem silvikultur yang
direncanakan yaitu Tebang Pilih Tanam Indonesia
(TPTI).

Informasi tentang riap tegakan berdasarkan
dokumen tersedia Laporan Rekapitulasi Pengukuran
PUP II PT Amindo Wana Persada Lokasi Lamcin, ABT
2016, Petak 03, Luas 24 H, yang disusun pada bulan
September 2018. Pengukuran PUP telah mengacu
SOP Pembuatan Petak Ukur Permanen dengan

nomor : C2/SOP/AWP, Tanggal terbit 28 Februari

Halaman 18 dari 73

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Rata-rata / Ha 22,01 19,30 18,98 27,15
Sumber : Dokumen Laporan Utama IHMB PT AWP, 2011
Lanjutan :
o Kelompok 50 Up Total
Jenis Btg m? Btg m®
Kel. j
L | Meranti | 453-700 | 1.862.911,96 | cya oo, | 3.615.79;
Kel. R. .
2. Campuran 264.000 | 717.401,09 | g1 g g1 | 3:249.66]
Kel. Kayu q
3. | Indah 37.535 | 113.041,39 | 656.302 | 306.76
Kayu
4, Dilindungi 567.917 | 164.303,15 || jac oo, | 328.60¢
Jumlah 723.927 | 1.035.638,24 |, 353 15, | 2.857.65]
Rata-rata / Ha 34,69 74,91 458,64 19¢
Sumber : Dokumen Laporan Utama IHMB PT AWP 2011
Selain data hasil IHMB, PT Amindo Wana Persada
juga terdapat data potensi hasil LHC atau ITSP
selama 3 tahun terakhir yaitu RKT Tahun 2016, 2017
dan 2018.
PT Amindo Wana Persada telah memiliki data
potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP 3
(tiga) tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta
pohon, peta tofografi dan jalur survey terlihat jelas
di lapangan.
Verifier 2.2.2 CD BAIK | Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB
Terdapat informasi (Naik) periode 2012-2021, PT Amindo Wana Persada hanya




!
¢ J

W

Trustindo Certification

FPHPL-18 | Rev. L Tanggal 1 April 2017

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2018, Rev 2 Tanggal Rev 27 Februari 2018

Dalam Laporan tersebut diuraikan bahwa rata-rata
riap per tahun per Ha sebesar = (867,69 — 824,97) :
24 Ha = 1,78 m3/Ha/Tahun.

Hasil uji petik pengukuran PUP kedua pada titik
koordinat N 01° 52’ 53,8” E 116° 32 15,6". Terdapat
Papan Nama PUP II dan rintisan batas sepanjang
pohon dengan polet cat merah 3 strip.

Verifier 2.2.3

Terdapat perhitungan
internal/self JTT
berbasis data potensi
dan kondisi
Kemampuan
pertumbuhan tegakan.

CD

SEDANG

Sampai dengan penilaian Penilikan I Tahun 2018 ini,
PT Amindo Wana Persada belum memanfaatkan
angka riap tegakan hasil analisis seri PUP untuk
menyusun Jatah Tebangan Tahunan (JTT) sendiri.
Perhitungan JTT dalam dokumen RKT
masihmenggunakan data potensi tegakan (standing
stock) hasil ITSP 100% dikalikan dengan Faktor
Keamanan (fk) 0,8 dan Faktor Eksploitasi 0,7.

Hasil verifikasi dokumen, PT Amindo Wana
Persadatelah membuat dan menyampaikan Laporan
Rekapitulasi Pengukuran PUP II kepada Balai Litbang
Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat
Manager Cabang Nomor :06/AWP-BRU/IX/2018
tanggal 18 September 2018 dan terdapat tanda
terima dokumen berupa tanda tangan dan stempel
basah dari penerima berkas.

Kesimpulan Indikator
2.2

12

11

11/12 = 91,67 % (BAIK)

3. Indikator 2.3

: Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan

seluruh tahapan
kegiatan sistem
silvikultur.

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.3.1 D BAIK Mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan
Ketersediaan SOP (Naik) Nomor P.11/Menhut-11/2009jo P.65/Menhut-

I1/2014 tentang Sistem silvikultur dalam areal Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, sistem
silvikultur yang diterapan pada areal kerja IUPHHK-
HA PT Amindo Wana Persada adalah sistem
silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia.

Tahapan kegiatan TPTI sebagaimana diatur didalam

peraturan DirekturJenderal Bina Produksi
Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009 tentang Pedoman
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan
Produksi yang terdiri dari Penataan Areal Kerja,
Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP),
Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pemanenan,
Penanaman dan Pemeliharaan tanaman Pengayaan,
Pembebasan Pohon Binaan dan Perlindungan dan
Pengamanan Hutan.

IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada memiliki
areal yang sebagian besar dengan fungsi hutan
Hutan Produksi Terbatas (HPT) sehingga tahapan
kegiatan TPTI yang dilakukan dalam pengelolaan
hutan produksi terdiri dari

- Penataan Areal Kerja (PAK)

- Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
(ITSP),

- Pembukaan Wilayah Hutan (PWH),
- Pemanenan,

- Penanaman dan Pemeliharaan tanaman
Pengayaan, dan

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan,

Sedangkan perapihan, dan pembebasan pohon
binaan tidak dilakukan.

SOP vyang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
TPTI pada pemegang ijin IUPHHK-HA PT Amindo
Wana Persada, secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Penataan Areal Kerja (PAK) dengan SOP
nomor : A3/SOP-AWP/2018 tanggal terbit 23
Februari 2018, Revisi 02 Tanggal Revisi 22
Februari 2018

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
(ITSP) dengan SOP nomor : A4/SOP-
AWP/2017 tanggal terbit 23 Februari 2018,
Revisi 02 Tanggal Revisi 22 Februari 2018

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dengan SOP
nomor : A5/SOP-AWP/2018 tanggal terbit 23
Februari 2018, Revisi 02 Tanggal Revisi 22
Februari 2018

4. Penebangan atau Pemanenan dengan SOP
nomor : A6/SOP-AWP/2017 tanggal terbit 23
Februari 2018, Revisi 02 Tanggal Revisi 22
Februari 2018

5. Persemaian (Pengadaan Bibit) dengan SOP
nomor : B1/SOP-AWP/2018 tanggal terbit 26
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Implementasi SOP
seluruh tahapan
kegiatan sistem
silvikultur

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Februari 2018Revisi 02 Tanggal Revisi 25
Februari 2018

6. Penanaman dan Pengayaan dengan SOP
nomor : B5/SOP-AWP/2018 tanggal terbit 26
Februari 2018Revisi 02 Tanggal Revisi 25
Februari 2018

7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan dengan
SOP nomor : B04/SOP-AWP/2018 tanggal
terbit 7 Maret 2018, Revisi 02Tanggal Revisi 6
Maret 2018

Selain kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI,

masih terdapat kegiatan penunjang berupa

kegiatan Non TPTI, adapun SOP-nya adalah

sebagai berikut :

1. Penanaman Kanan Kiri Jalan dengan SOP
nomor : B3/SOP/AWP/2018 tanggal terbit 26
Februari 2018, Revisi 2 Tanggal Revisi 25
Februari 2018

2. Penanaman Tanah Kosong dengan SOP nomor
: B3/SOP/AWP/2018 tanggal terbit 26 Februari
2018, Revisi 2 Tanggal Revisi 25 Februari 2018

Berdasarkan analisis terhadap isi SOP menunjukan

bahwa seluruh SOP Tahapan Sistem Silvikultur TPTI

tercantum lembar pengesahan dan tanggal

pengesahan / tanggal terbit SOP serta isinya telah

sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau

ketentuan teknis.

Verifier 2.3.2 D SEDANG

Hasil verifikasi terhadap dokumen dan pengecekan
di lapangan diketahui bahwa secara umum
kegiatan-kegiatan silvikultur telah direalisasikan
secara rinci tahapan dari masing-masing sistem
silvikultur TPTI adalah sebagai berikut :

1. Penataan Areal Kerja (PAK)

Kegiatan PAK dilakukan Et-1, implementasi di
lapagan ditemukan penandaan batas blok
berupa patok ukuran 10x10 cm dan rintisan
dengan polet 2 buah warna merah dan tanda
batas petak berupa plang batas antar petak
(ukuran 30x40 cm) dan rintisan dengan polet
1 buah warna merah.

2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
(ITSP)

Kegiatan ITSP dilakukan Et-1, implementasi di
lapangan tidak ditemukan karena Blok
RKTUPHHK-HA 2018 dan Sisa RKTUPHHK-HA
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2017 lokasi tidak bisa diakses karena terdapat
longsor di beberapa tempat dan traktor yang
memperbaiki jalan mengalami rusak blade dan
menghalangi jalan.

Secara administrasi ditemukan buku LHC Blok
RKTUPHHK-HA tahun 2018 berdasarkan
petaknya, dan terdapat peta sebaran pohon

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Implementasi implementasi di lapangan bahwa
pengerjaan pembuatan jalan / rehab jalan
dilakukan oleh Tim jalan sendiri, dimana
kegiatan PWH terbagi menjadi 2 lokasi, yaitu :

a. Logpond - Base Camp 103 Sei Lamcin :
didukung oleh unit jalan berupa : 1 unit
motor grader, 1 unit dump truck.
Sebagian besar jalan ini merupakan jalan
koridor 3 perusahaan, jadi terdapat
kerjasama dalam kegiatan pemeliharaan
jalan

b. Base Camp 103 Sei Lamcin - Blok
Tebangan : Implementasi pada saat
penilikan 1 tahun 2018 baru sebagian
kegiatan perbaikan jalan di karenakan
kondisi jalan yang masih basah (cuaca
hujan terus menerus) dan longsor

4. Pemanenan

Kegiatan berupa penebangan, penyaradan,
pembagian batang, pengupasan kulit kayu,
pengangkutan, perawatan jalan dan jembatan,
perakitan.

Kegiatan produksi / pemanenan pada penilikan
1 tahun 2018 tidak ada kegiatan, mengingat
RKT Tahun 2018 telah selesai dikerjakan.

5. Penanaman / Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan berupa pengadaan bibit, penanaman
pengayaan, pemeliharaan tanaman
pengayaan, penanaman kakija, pemeliharaan
tanaman kakija, penanaman tanah kosong,
dan pemeliharaan tanaman tanah kosong.

a. Pengadaan bibit : Pada Penilikan I Tahun
2018, terdapat areal persemaian yang
terletak dekat base camp Km 103pada
koodinat N 01° 54’ 56,8” E 116° 36’ 05,4".
Terdapat laporan pengadaan bibit
tertanggal 25 September 2018. Berdasarkan
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laporan TPTI Tahun 2017, realisasi
pengadaan bibit sebesar 70,60% dan tahun
2018 sebesar 68,87%. Pada lokasi
persemaian dipasang papan nama dan bibit
yang tersedia di persemaian jenis Meranti
dan Kapur (untuk Penanaman Kanan Kiri
Jalan dan pengayaan/rehabilitasi),
sedangkan Sungkai, Sengon dan Gmelina
digunakan untuk penanaman areal tanah
kosong (non produktif).

b. Penanaman Pengayaan : Pelaksanaan
kegiatan penanaman di Blok RKT 2016.
Pencapaian tahun 2017 sebesar61,61%
dan Tahun 2018 sebesar 18,27%, namun
hasil observasi lapangan di RKT 2016, tidak
terlihat jelas lokasi kegiatan penanaman
pengayaan dan rehabilitasi Tahun 2018.

c. Penanaman Kiri Kanan Jalan : terdapat
kegiatan penanaman kakija Tahun 2018 di
areal bekas tebangan blok RKT 2016
dengan jenis Meranti dan Kapur,
Pencapaian tahun 2017 sebesar 51,10%
dan Tahun 2018 sebesar 25,10%. Terdapat
papan nama di tepi jalan angkutan.

d. Penanaman Tanah Kosong : Pencapaian
tahun 2017 sebesar 47,80% dan Tahun
2018 sebesar 62,50%. namun hasil
observasi lapangan di RKT 2016, tidak
terlihat jelas kegiatan penanaman Tanah
kosong Tahun 2018

e. Sedangkan kegiatan pemeliharaan kakija
dan pengayaan rehabilitasi Tahun 2018di
areal bekas tebangan blok RKT 2014 dan
2015 dengan jenis Meranti dan Kapur, rata-
rata terselesaikan 43 %. namun hasil
observasi lapangan di RKT 2015, tidak
terlihat jelas  kegiatan  penanaman
pemeliharaan kakija dan pengayaan
rehabilitasi Tahun 2018.

Pembebasan Pohon Binaan

Areal PT Amindo Wana Persada lebih dari 90%
merupakan hutan produksi terbatas maka
tahapan sistem silvikultur tentang
pembebasan pohon binaan tidak dilakukan.
Perlindungan dan Pengamanan Hutan :

Kegiatan perlindungan dan pengamanan
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hutan berupa patroli dan pemasangan plang
peringatan dan himbauan.

Verifier 2.3.3

Tingkat kecukupan
potensi tegakan
sebelum masak tebang

SEDANG
(Turun)

Mengacu pada peraturan Menteri Kehutanan
Nomor: P.11/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari
2009.  Perhitungan tingkat kecukupan potensi
tegakan pada hutan alam melalui Kondisi tegakan
tinggal dianalisis berdasarkan data rekapitulasi hasil
cruising pada RKT Tahun 2018 disajikan sebagai

berikut:

Kelompok 20 =49 cm

Jenis

No.

N (Btg) V (M3)

1. | Meranti 5.594 4.384,27

2. | Rimba
Campuran

3. | Indah

11.176 7.035,64

2.886 1.818,96

4. | Dilindung 1.693 1.143,66

Jumlah 21.349

Rata-rata/Ha 22

14.383
18,52

Sumber: Rekapitulasi ITSP (LHC) pada Lampiran RKT-
UPHHK-HA PT Amindo Wana Persada Tahun
2018

Berdasarkan tabel di atas, sediaan pohon inti dan
pohon yag disisakan di dalam areal kerja PT
Amindo Wana Persada mencapai rata-rata 22
pohon/ha atau berada pada kisaran 17 - 24
batang/ha

Verifier 2.3.4

Tingkat kecukupan
potensi permudaan

CD

SEDANG
(Turun)

Untuk memperoleh tingkat kecukupan potensi
permudaan dilakukan uji petik lapangan dengan
membuat plot ukur pada petak tebangan carry over
RKT 2017 dengan diameter panjang pohon yang
ditebang. Kemudian dilakukan penghitungan
jumlah pohon komersial yang rusak (mati) dan
yang masih tumbuh pada tiap tingkatan untuk
tingkat semai 2 m x 2 m, pancang 5m x 5m, tiang
10 m x 10m dan pohon 20 m x 20 m.

Berdasarkan uji petik tersebut diperoleh, tingkat
kecukupan potensi permudaan pada tingkat
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pancang dan tiang sebesar 320 batang/Ha.
Kesimpulan Indikator 21 16 16/21 = 76,19 % (SEDANG)
2.3

4. Indikator 2.4 :Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah
Lingkungan Dalam Pemanfaatan Hutan

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Verifier 2.4.1 D BAIK | pT. Amindo Wana Persada telah memiliki SOP
Ketersediaan prosedur (Naik) Reduced Impact Logging (RIL) dengan dokumen
pemafaatan hutan nomor : A9/SOP-AWP/2018 tanggal terbit 24
ramah lingkungan Februari 2018, Revisi 2 Tanggal revisi 23 Februari
2018.

Hasil verifikasi SOP RIL, menunjukkan bahwa
isinya telah lengkap sesuai dengan petunjuk teknis
yang berlaku dan terdapat referensi atau aturan
yang digunakan dalam penyusunan SOP RIL ini.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tersedia SOP
pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah
lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan
hutan.

Dalam SOP RIL tersebut mencakup :

- Perencanaan (Pra Pemanenan) antara lain
terdiri; Perencanaan jalan angkutan dan jalan
sarad, pembuatan rencana pemanenan, operasi
sebelum pemanenan, dan persiapan lapangan
sebelum pemanenan.

- Operasi Pemanenan antara lain terdiri; Supervisi
operasi pemanenan, operasi penebangan,
operasi penyaradan dan pelaksanaan kegiatan di
TPn, penebangan.

- Pemeliharaan dan K3 terdiri dari : perbaikan dan
pemeliharaan alat berat, kesehatan camp.

- Pasca Penebangan antara lain terdiri; penutupan
jalan sarad, penutupan penyebrangan
sementara, penutupan tambang batu (quarry),
penutupan TPn, pemeliharaan jembatan,
pemeliharaan drainase jalan.

Verifier 2.4.2 D BAIK | Dalam mendukung kegiatan pengelolaan hutan
Penerapan teknologi yang efektif berdasarkan kondisi karakteristik
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ramah lingkungan (Naik) | areal, auditee mengimplementasi teknis

pengelolaan hutan dengan peraturan perundangan
yang diacu, yakni menjalankan tahapan-tahapan
silvikultur dalam pengelolaan hutan sesuai tahapan
sistem silvikultur TPTI yang mengacu pada
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-
II/2009 dan Peraturan Dirjen BPK No. P.9/VI-
BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Silvikultur TPTI

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan
terhadap kegiatan RIL, terdapat penerapan
teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan
kegiatan pemanenan hasil.

Hasil Pengamatan RIL di Areal PT Amindo Wana
Persada:
1. Perencanaan Pemanenan :
- Melakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan
Sebelum Penebangan (ITSP), untuk

memberi tanda pohon ditebang dan pohon
tidak ditebang

- dibuat perencanaan jalan sarad pada peta
sebaran pohon skala 1 : 1.000.

- membuat rintisan untuk membuat jalan
sarad

- Melakukan survey trase jalan (rencana
jalan).

- Melakukan kegiatan PAK, yakni membuat
batas-batas blok dan petak rencana
tebangan tahunan.

2. Operasional Pemanenan
Kegiatan penebangan dilakukan pada carry
over blok RKT 2017. Namun uji petik tidak
dilakukan karena penebangan telah selesai.
3. Tahap Pemeliharaan dan K3
a. Perbaikan dan Pemeliharaan alat
Hasil wawancara dengan Camp Manager
diperoleh hasil sebagai berikut :

setiap peralatan berat telah dilakukan
perbaikan dan pemeliharaan sesuai
schedule.

b. Kesehatan Camp

Hasil observasi lapangan di lokasi Base Camp KM
103 dan KM 127 diperoleh hasil sebagai berikut :

- Camp disuplai dengan air bersih dari sungai
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yang mengalir dan air hujan

- Tidak terdapat fasilitas tambahan berupa ;
klinik kesehatan, sarana olah raga, dan
sarana peribadatan (masjid)

- Olie bekas dikumpulkan dan dimanfaatkan
kembali (pelumas chainsaw)

- Spareparts bekas dikumpulkan dan disimpan
di gudang

a) Implementasi K3

Terdapat implementasi K3 berupa
penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk
operator chainsaw dan operator tractor
berupa sepatu boat, pakaian yang melekat,
sarung tangan, kacamata, rompi, dan helm.

4. Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu :
a) Penutupan Jalan Sarad

Hasil Observasi lapangan : telah dibuat
guludan dan sodetan pada jalan sarad
yangmemiliki kemiringan cukup berat, dan
telah diterapkan pada seluruh petak yang
didalamnya terdapat jalan sarad vyang
memiliki kemiringan berat.

b) Penutupan TPn
Hasil observasi lapangan :

- Telah dilakukan penutupan quarry dengan
topsoil dan rehabilitasi dengan penanaman

- Dilakukan rehabilitasi pada bekas TPn
dengan penanaman, dan telah dilakukan
penutupan dengan topsoil  sebelum
dilakukan penanaman

- Terdapat bukti realisasi kegiatan
penanaman, yaitu :

v" Penanaman Kanan Kiri Jalan tahun
kegiatan RKT 2018di lokasi eks blok
RKT 2016, jenis tanaman meranti dan
kapur dengan jarak tanam 5m x 5 m

v Penanaman Areal tanah kosong (Areal
Non Produktif) tahun kegiatan RKT
2018di lokasi eks blok RKT 2016, jenis
tanaman sungkai dan Sengon dengan
jarak tanam 5m x 5 m

v" Penanaman Pengayaan tahun kegiatan
RKT 2018di lokasi eks blok RKT 2016,
jenis tanaman Meranti dengan jarak
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tanam 5x5m

v' Dilakukan pemeliharan  jembatan,
drainase jalan dan pemeliharaan
gorong-gorong

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan
pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan hasil
atau pengelolaan hutan, dan pada setiap tahapan
kegiatan RIL telah diimplementasikan.

Verfier 2.4.3

Tingkat
kerusakantegakan
tinggalminimal
danketerbukaan
wilayah.

SEDANG

jumlah pohon komersial yang rusak (mati) dan

Pemanenan ramah lingkungan adalah pendekatan
sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan
pengelolaan hutan dalam meminimalisis dampak
yang ditimbulkan.

Untuk memperoleh tingkat kerusakan tegakan
tinggal dilakukan uji petik lapangan dengan
membuat plot ukur pada petak tebangan carry
over RKT 2017 dengan diameter panjang pohon
yang ditebang. Kemudian dilakukan penghitungan

yang masih tumbuh pada tiap tingkatan untuk
tingkat semai 2 m x 2 m, pancang 5m x 5m, tiang
10 m x 10m dan pohon 20 m x 20 m. Uji petik
dilakukan pada petak M36 pada blok carry over
RKTUPHHK-HA 2017.

Hasil Uji Petik Kerusakan Tegakan Tinggal

No. Jenis | Awal | Rusak | (%)
Pohon 14 3
Tiang 12 4
Pancang 10 3
Semai 16 0

Jumlah 52 10 19,23
Sumber: Data Lapangan, 2018

KNI

Berdasarkan uji petik tersebut diperoleh, tingkat
kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan
penebangan sebesar 19,23% (15-20%).

Verifier 2.4.4

Limbah pemanfaatan
hutan minimal.

CD

BAIK

Untuk memperoleh gambaran besaran faktor
eksploitasi tersebut dilakukan berdasarkan data
ITSP yang dipilih secara acak dan dibandingkan
volume pohon setelah dilakukan penebangan
melalui pendekatan data LHP.
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Pada penilaian penilikan tahun 2018 ini, PT
Amindo Wana Persada telah melakukan uji petik50
pohon pada blok RKT 2018 carry over RKT
2017yang menghasilkan nilai rata-rata FE sebesar
156,51 % atau 1,57 (FE > 0,7).

Kesimpulan Indikator
2.4

21 19

19/21 = 90,47 % (BAIK)

5. Indikator 2.5

: Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja
penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal

kerjanya
NOMOR DAN JUDUL
T BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.5.1 CDh BAIK | pT Amindo Wana Persada memiliki dokumen
Keberadaandokumen RKT yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA
rencana kerja jangka Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021
pendek (RKT) yang disusun yaitu
berdasarkan rencana kerja v" Dokumen RKT PT Amindo Wana Persada
jangka panjang (RKU) dan Tahun 2017 dan Carry over RKT 2016
disahkan sesuai peraturan serta Peta Lampiran yang disahkan SK
yang berlaku (Dinas Prov, Kepala Dinas Kehutanan  Provinsi
self approval, atau spesifik Kalimantan Timur nomor
Pemegang Hak 522.110.1/167/Kpts/RKT/DK-III/2016
Pengelolaan). tanggal 28 Desember 2016. Berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017
v" Dokumen RKT PT Amindo Wana Persada
Tahun 2018 dan Carry over RKT 2017
serta Peta Lampiran yang disahkan SK
Kepala Dinas Kehutanan  Provinsi
Kalimantan Timur nomor
522.110.1/83/Kpts/RKT/DK-11/2018
tanggal 19 April 2018. Berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018
Verifier 2.5.2 D BAIK | palam Penilikan I Tahun 2018, PT Amindo
Kesesuaian peta kerja (Naik) Wana Persada memiliki peta kerja rencana
dalam rencana jangka jangka panjang yang telah mendapatkan
pendek dengan rencana pengesahan dari pejabat yang berwenang
jangka panjang. yang menggambarkan areal yang boleh
ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/
dipelihara beserta areal yang ditetapkan
sebagai kawasan lindung, yaitu :
> Peta kerja RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode Tahun 2012-2021 skala 1:50.000
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sebanyak 1 lembar peta

Kelengkapan dari dokumen rencana jangka
pendek PT Amindo Wana Persada tersedia
peta lampiran RKT yang telah disahkan,
secara rinci diuraikan sebagai berikut:

» Peta RKT 2017 dan Carry Over RKT 2016
Skala 1:50.000 sebanyak 1 lembar dibuat
oleh GANIS PHPL Canhut (Hamdan
Tambulango), Diperiksa oleh Manager PH
(Adi Samijo), Disetujui oleh Direktur
Utama PT Amindo Wana Persada (Ham
Eddy Tampi) dan Disahkan oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur (Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP)

> Peta RKT 2018 dan Carry Over RKT 2017
Skala 1:50.000 sebanyak 1 lembar dibuat
oleh GANIS PHPL Canhut (Hamdan
Tambulango), Diperiksa oleh Manager PH
(Adi Samijo), Disetujui oleh Direktur
Utama PT Amindo Wana Persada (Ham
Eddy Tampi) dan Disahkan oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur (Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP)

Dalam peta kerja RKUPHHK-HA tercantum
dalam legenda berupa Blok Tebangan,
Kawasan lindung seperti : Lereng E, Kawasan
Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Buffer
Zone dan Sempadan Sungai. Sedangkan
pada peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2017
dan 2018 terdapat pembagian blok tebangan,
dan kawasan lindung berupa : Lereng E,
KPPN , Buffer Zone dan Sempadan Sungai.

Verifier 2.5.3

Implementasi peta kerja
berupa penandaan batas
blok tebangan/
/dimanfaatkan/ditanam/
dipelihara beserta areal
yang ditetapkan sebagai
kawasan dilindungi (untuk
konservasi/ buffer
zone/pelestarian plasma
nutfah/religi/budaya/sarana
prasarana dan, penelitian
dan pengembangan)

SEDANG
(Turun)

Hasil  verifikasi terhadap  implementasi
penandaan batas blok dan petak tebangan
diketahui bahwa penataan batas blok
tebangan telah dilakukan sesuai dengan peta
kerja berupa pemasangan tanda-tanda batas
blok RKT dan petak sampai pada Blok RKT
2017 namun pada RKT 2018 tanda batas
terlihat di lapangan belum terlihat (telah
diuraikan pada Indikator 2.1.3).

Sedangkan penjelasan implementasi
penandaan batas pada areal yang ditetapkan
sebagai kawasan lindung mengacu pada
uraian Ekologi verifier 3.1.2. bahwa sampai
dengan Penilikan I Tahun 2018, , terkait
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penataan/pemeliharaan batas kawasan
lindung. Prosentase KL yang sudah ditata di
lapangan adalah sebesar 91,33% dari yang
seharusnya.
Verifier 2.5.4 D SEDANG | Realisasi produksi kayu selama tahun 2017

dan 2018 (s/d September 2018) disajikan

Kesesuaian lokasi, luas
Halan jokasl, uas, pada tabel di bawah ini.

jenis dan volume panen
dengan dokumen rencana

) K dek No. | Tahun RKT Volume Produksi (m3)
angka pendek.
Jangka p Rencana | Realisasi %
1. 2017
. 21.901 | 13.196,96 | 60,26
Meranti
.011 - 4
RC 3.0 ,03
631
Kayu Indah
25.543 | 13.196,96 | 51,67
Jumlah
2 2018
. 47.921 4.803,22 | 10,02
Meranti
2.652 219,92 8,29
RC
727 0 0
Kayu Indah
51.300 5.023,14 9,79
Jumlah

3. | 2017 + 2018

69.822 | 18.000,18 25,78

Meranti
. 219,92 3,88
RC 5.663 9,9
1358 0 0,00
Kayu Indah
76.843 | 18.220,10 23,71
Jumlah

Sumber : RKT 2017, RKT 2018 dan LHP Tahun 2017
dan 2018 (s/d Bulan September 2018)

Berdasarkan tabel diatas, total realisasi
produksi kayu PT Amindo Wana Persada
tahun 2017 s/d September 2018 sebesar
18.220,10 m’ atau sebesar 23,71%
(<70%) dari rencana produksi tebangan
tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan
RKT yang disahkan. Sedangkan prosentase
realisasi per kelompok jenis yaitu Kelompok
Meranri sebesar 25,78%, Rimba campuran
sebesar 3,88% dan Kayu Indah 0%.
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Kesimpulan Indikator 2.5 21 17 17/21 = 80,95% (BAIK )

6. Indikator 2.6

: Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi

dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan
dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber
daya manusia

Kondisi Kesehatan
Finansial

NOMOR DAN
JUDUL VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.6.1 CD BURUK

Tersedia Laporan Keuangan PT Amindo Wana Persada
yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang
dituangkan Laporan Auditor Independen dari Kantor
Akuntan Publik Rama Wendra yaitu:

a. Laporan Keuangan Hasil Akuntan Publik PT Amindo
Wana Persada per 31 Desember 2017 dan 2016
No: 219/RW/MTH/GA-DP/AWP/2018 tanggal 06
November 2018

b. Laporan Keuangan Hasil Akuntan Publik PT Amindo
Wana Persada per 31 Desember 2016 No:
219/RW/MTH/GA-DP/AWP/2018 tanggal 06
November 2018

Kondisi kesehatan finansial PT Amindo Wana Persada
berdasarkan hasil telaah Laporan Auditor
Independen/Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan
adalah sebagai berikut:

Tahun (Rp)
No Uraian

2017 2016

A.  NERACA

Aktiva Lancar

7.162.385.413

7.649.238.99(

Total Aktiva

18.312.194.796

21.862.094.14

Kewajiban Lancar

6.135.789.806)

4.568.048.627

Total Hutang

18.217.533.660

19.568.867.94

Laba Operasi (Laba

Tahun Berjalan)

-3.198.565.065

-846.000.077

B. RASIO KEUANGAN
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) Likuiditas = 116,73%|167,45%

(Aktiva Lancar/ Hutang
Lancar) x 100%

Solvabilitas =
2 . 100,52%|111,72%
(Total Aktiva/ Total

Hutang) x 100%

Rentabilitas =

3 . -17,47%|-3,87%
*  |(Laba Operasi/Total

Aktiva) x 100 %

Sumber : Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik
Rama Wendra Tahun 2017 dan 2016

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai likuiditas tahun
2016 sebesar 167,45% % (>150%)dan Tahun 2017
menurun menjadi 116,73% (>150%), nilai solvabilitas
tahun 2016 sebesar 111,72% ( 100-150%) dan Tahun
2017 menurun  menjadi  100,52% (100-150%),
sedangkan nilai rentabilitas tahun 2016 sebesar -3,87%
(negatif) dan Tahun 2017 menurun menjadi -17,47%
(negatif).

Hasil catatan Laporan Auditor Independen Kantor
Akuntan Publik Rama Wendraterhadap laporan
keuangan PT Amindo Wana Persada tahun buku
terakhir per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
menyatakan bahwa semua data yag disajikan adalah
wajar untuk semua hal yang bersifat material.

Verifier 2.6.2

Realisasi alokasi

berdasarkan
laporan
penatausahaan
keuangan yang
dibuat sesuai

Pelaporan
Keuangan
Pemanfaatan
Hutan Produksi
(yang telah di
audit akuntan
publik)

dana yang cukup

dengan Pedoman

CD

SEDANG
(Naik)

Ketersediaan dana yang memadai sangat diperlukan
untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan yang
telah direncanakan khususnya dalam kerangka
kelestarian, baik kelestarian produksi, sosial maupun
lingkungan.

Kecukupan alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan
hutan berdasarkan rekapitulasi realisasi alokasi dana
untuk kegiatan perencanaan hutan dan pembinaan
hutan menjadi faktor kunci berjalan efektifnya suatu
kegiatan PHPL.

Hasil pencermatan terhadap dokumen Laporan
Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Rama Wendrayang berakhir 31 Desember 2017
dan 2016, diperoleh gambaran realisasi alokasi dana
untuk kebutuhan biaya pengelolaan IUPHHK-HA PT.
Amindo Wana Persada sebagai berikut :
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No

Rincian

Tahun 2016

Kegiatan

Rencana (Rp)

Realisasi
(Rp)

%

Perencanaan

2.700.000.000

4.288.523.890 | 158,83

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana

2.758.000.000

961.622.657 | 34,87

Pemanenan
Hasil Hutan

12.650.000.000

7.325.107.304 | 57,91

Pembinaan
Hutan

1.150.000.000

330.000.000 | 28,70

Pengendalian
Kebakaran dan
Pengamanan
Hutan

345.000.000

45.194.000 | 13,10

Pemenuhan
Kewajiban
Kepada
Lingkungan
dan Sosial

747.500.000

1.055.812.881 | 141,25

Pemenuhan
Kewajiban
terhadap
Negara

737.500.000

398.238.351 | 54,00

Administrasi
Umum

242.000.000

171.580.882 | 70,90

JUMLAH

21.330.000.000

14.576.079.
965

68,34

No

Rincian
Kegiatan

Tahun 2017

Rencana (Rp)

Realisasi (Rp)

Perencanaan

2.700.000.000

3.606.008.556

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana

2.758.000.000

4.633.374.927

Pemanenan
Hasil Hutan

12.650.000.000

7.194.106.318

Pembinaan
Hutan

1.150.000.000

353.474.000

Pengendalian
Kebakaran dan
Pengamanan
Hutan

345.000.000

11.680.000

Pemenuhan
Kewajiban
Kepada
Lingkungan dan
Sosial

747.500.000

831.299.635

Pemenuhan
Kewajiban
terhadap
Negara

737.500.000

434.269.101
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Administrasi

Umum
242.000.000 213.362.568 88,17

JUMLAH 21.330.000.000 17.277.575.105|| 81,00

Sumber : RKAP 2016 dan 2017 serta Laporan Auditor Independen
dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendratahun buku 31
Desember 2016 dan 2017

Berdasarkan data diatas didapatkan realisasi alokasi
dana untuk tahun 2016 sebesar 68,34% dan Tahun
2017 sebesar 81,00% atau rata-rata tahun 2016 dan
2017 sebesar 74,67% dari kebutuhan kelola hutan
yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan
keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
(yang telah diaudit oleh akuntan publik)

Verifier 2.6.3 CD | SEDANG | Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan
Realisasi alokasi (Naik) baik dari aspek perencanaan_,Pembangunan sarana
dana yang prasarana, pemanenan hasil hutan, pembinaan
proporsional hutan,pengendalian  kebakaran dan pengamanan
hutan, Kewajiban Kepada Lingkungan dan Sosial,
kewajiban pada negara, dan administrasi berdasarkan
Laporan Realisasi Biaya Pengelolaan IUPHHK-HA yang
tertuang dalam Laporan Akuntan Independen Tahun
2017 dan 2016PT. Amindo Wana Persada , yang diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik, diperoleh proporsi alokasi
dana dari masing-masing kegiatan sebagai berikut:

- Tahun 2016 Tahun 2017
No Rln_t:lan —— ——
Kegiatan Realisasi % Realisasi
(Rp) (Rp)
1. | Perencanaan 4.288.523.890 29,42 3.606.008.556
Pembangunan
Sarana dan
2. | Prasarana 961.622.657 6,60 4.633.374.927
Pemanenan
3. | Hasil Hutan 7.325.107.304 50,25 7.194.106.318
Pembinaan
4. | Hutan 330.000.000 2,26 353.474.000
Pengendalian
Kebakaran
dan
Pengamanan
5 | Hutan 45.194.000 0,31 11.680.000
Pemenuhan
Kewajiban
Kepada
Lingkungan
6. | dan Sosial 1.055.812.881 7,24 831.299.635
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Pemenuhan
Kewajiban
terhadap

7. Negara 398.238.351 2,73 434.269.101

2,51

Administrasi
8. | Umum 171.580.882 1,18 213.362.568

1,23

JUMLAH 14.576.079.965 | 100,00 | 17.277.575.105

100,00

Sumber : Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan
Publik Rama Wendra tahun buku 31 Desember 2016
dan 2017

Sebagaimana data diatas, untuk tahun 2016 dan 2017
pencapaian tertinggi berturut-turut pada kegiatan
Pemanenan Hasil Hutan sebesar 50,25 % dan 41,64
sedangkan pencapaian terendah pada kegiatan
Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan Tahun
2016 sebesar 0,31% dan Tahun 2017 sebesar 0,07%,
sehingga terdapat perbedaan antara prosentase
tertinggi dan terendah pada tahun 2016 sebesar
49,94 % dan tahun 2017 sebesar 51,57% atau rata-
rata tahun 2016 s/d 2017 sebesar 45,76% (20-50%)

Verifier 2.6.4

Realisasi pendanaan
yang lancar.

CD

SEDANG

Metode verifikasi untuk menilai verifier realisasi
pendanaan yang lancar dilakukan dengancara
membandingkan hasil dari pengamatan keadaan fisik
lapangan dengan laporan kegiatandan keuangan,
kemudian melakukan wawancara dengan beberapa
karyawan dan manajemen PT. Amindo Wana Persada

Berdasarkan Tabel Dolapkeu PT. Amindo Wana Persada
didapatkan realisasi biaya rata-rata pengelolaan hutan
selama rentang waktu Tahun 2016 dan 2017 sebesar
74,67%. Hal tersebut menunjukkan realisasi
pendanaan yang cukup lancar namun kurang sesuai
tata waktunya

Selain itu pula realisasi kegiatan produksi yang tidak
mencapai 80%, serta terdapat carry over target
produksi menunjukkan perusahaan tidak dapat
menyelesaikan kegiatan sesuai dengan tata waktunya.
Namun demikian, pelaksanaan kegiatan TPTI di
lapangan pada RKT 2017 telah mencapai 89,88%

Berdasarkan wawancara untuk penyediaan dana tidak
ada masalah karena tidak terdapat hutang DR/PSDH
dan tidak ada keterlambatan gaiji.

Verifier 2.6.5

Modal yang
ditanamkan
(kembali) ke hutan.

SEDANG

Hasil verifikasi Laporan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 dan Laporan keuangan
beserta Laporan Auditor Independen PT Amindo Wana
Persada Tahun 2016 dan 2017 diperoleh lembar
kewajiban sistem silvikultur terdapat rencana dan
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realisasi biaya pembinaan hutan dan kewaijiban
terhadap lingkungan dan sosial, didapatkan modal yang
ditanamkan (kembali) ke hutan berupa kegiatan
pembinaan hutan dan pemenuhan kewajiban kepada
lingkungan dan sosial sebagaimana disajikan pada table
berikut.

Tahun 2016
Realisasi (Rp

No Rincian Kegiatan Rencana (Rp)

1. | Pembinaan Hutan 1.150.000.000 330.000.00(
Pemenuhan
Kewajiban Kepada
Lingkungan dan

2. | Sosial 747.500.000 | 1.055.812.881

JUMLAH 1.897.500.000 | 1.385.812.881

Sumber :RKAP Tahun 2017serta Laporan Auditor Independen dari
Kantor Akuntan Publik Rama Wendra tahun buku 31
Desember 2016

Tahun 2017
Realisasi
(Rp)

353.474.000

No Rincian Kegiatan Rencana
(Rp)

1.150.000.000

1. Pembinaan Hutan
Pemenuhan
Kewajiban Kepada
Lingkungan dan

2. | Sosial 747.500.000 831.299.635

JUMLAH 1.897.500.000 | 1.184.773.635

Sumber : RKAP Tahun 2017 serta Laporan Auditor Independen dari
Kantor Akuntan Publik Rama Wendra tahun buku 31
Desember 2017

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa modal
yang ditanam (kembali) ke hutan pada tahun 2016
sebesar 73,03% dan Tahun 2017 sebesar 62,44% atau
rata-rata sebesar 67,74%.

Verifier 2.6.6

Realisasi kegiatan
fisik penanaman/
pembinaan hutan

Ccb

SEDANG

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen terkait
realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan,
terdapat laporan-laporan sebagai berikut :

a. Terdapat Laporan Bulanan TPTI dan Non TPTI
Tahun 2017

b. Terdapat Laporan Bulanan e-monev Tahun 2017

Berdasarkan laporan-laporan tersebut, didapatkan
ketercapaian rata-rata dari kegiatan pembinaan hutan
berupa pengadaan bibit, penanaman
pengayaan/rehabilitasi, pemeliharaan tanaman,
Penanaman Kakija, Pemeliharaan tanaman kakija,
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penanaman tanah kosong, dan pemeliharaan tanaman
tanah kosong, sebagai berikut:
Uraian Satu RKTUPHHK-HA 2017
No. .
Kegiatan an Renc | Realisasi %
TPTI
L. E?g;?adaa” Btg | 80.466 56.806 | 70,60
2. Penanaman
ggzgayaa” Ha | 345,76 213,04 61,61
Rehabilitasi
3. Pemeliharaan
Tanaman Ha | 68,98 68,98 | 100,00
Pengayaan &
Rehabilitasi
NON TPTI
4. Penanaman
Kiri Kanan Ha 20,00 10,219 51,10
Jalan
5. Penanaman
Tanah Kosong Ha 40,00 19,12 47,80
6. Pemeliharaan
Tanaman Ha 20,00 9,13 45,65
Kakija
7 Pemeliharaan
Tanaman Ha 40,00 17,37 43,43
Tanah Kosong
JUMLAH 347 | 337,850 | 63,18
Sumber ; Dokumen RKT 2017 PT Amindo Wana Persada dan
Laporan Bulanan TPTI dan Non TPTI Tahun 2017
Berdasarkan data pada tabel diatas, rata-rata realisasi
kegiatan pembinaan hutan PT Amindo Wana Persada
tahun 2017 sebesar 63,18%.
Kesimpulan 21 13 13/21 = 61,90% (SEDANG )
Indikator 2.6

C. KRITERIA EKOLOGI
1. Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap

Tipe Hutan
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.11 D BAIK | Luas kawasan dilindungi yang ada di RKUPHHK tahun

2012, tidak sesuai dengan dokumen perencanaan
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Luasan kawasan
dilindungi

(Naik)

RKL dan RPL tahun 1999. Dalam dokumen RKL dan
RPL tahun 1999, luas total kawasan lindung adalah
8.868 ha. Sedangkan luas total kawasan lindung
dalam dokumen RKUPHHK tahun 2012 adalah
6.288 ha. Hasil wawancara dengan Nandang
Supriatna (Koordinator Sertifikasi), kronologis untuk
luas kawasan dilindungi yang tidak mengacu pada
dokumen perencanaan sebelumnya yaitu RKL dan
RPL tahun 1999, adalah karena RKUPHHK PT Amindo
Wana Persada terbit pada tahun 2012. Kemudian
pada tahun 2014, saham PT Amindo Wana Persada
dibeli oleh manajemen baru (take over). Manajemen
baru ini tetap menggunakan nama PT Amindo Wana
Persada dan menggunakan dokumen-dokumen yang
ditinggalkan oleh PT Amindo Wana Persada
sebelumnya. Sehingga PT Amindo Wana Persada
yang sekarang mengimplementasikan  seluruh
kegiatan sesuai dokumen RKUPHHK tahun 2012.
Salah satunya implementasi luas kawasan dilindungi
di lapangan.

Dalam proses penilikan ke-1  tahun 2018 ini,
dokumen perencanaan yang menjadi acuan untuk
jenis dan luasan kawasan dilindungi adalah dokumen
yang paling terbaru dan telah terimplementasikan di
lapangan yaitu berdasarkan RKUPHHK tahun 2012.
Sehingga luas  kawasan dilindungi  yang
terimplementasi di lapangan sesuai dengan dokumen
perencanaan vyaitu RKUPHHK tahun 2012. Kondisi
biofisik dari masing-masing kawasan dilindungi
umumnya dalam kondisi baik.

3.1.2

Penataan kawasan
dilindungi
(persentase yang
telah ditandai, tanda
batas dikenali)

BAIK

PT Amindo merencanakan penandaan batas kawasan
lindung hingga Blok RKT 2018 adalah 85,84 km.
Realisasi penandaan batas kawasan dilindungi yang
telah dilakukan hingga November 2018 ini adalah
78,399 km (91,33 %).

3.1.3

Kondisi penutupan
kawasan dilindungi

BAIK

Hasil overlay kawasan dilindungi dengan Peta
Penafsiran Citra Satelit 8 OLI 654 Path/Row 117/59
liputan tanggal 20 Oktober 2017 Skala 1:100.000,
dihitung dengan menggunakan Arcgis 10.1, didapati
bahwa kondisi kawasan dilindungi yang ada di areal
PT Amindo Wana Persada yang masih berhutan
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adalah sekitar 5.724 ha (87,70 %).
3.14 CD BAIK Para pihak (dari masyarakat) yaitu Kampung Long
. Suluy dan Long Lamcin telah mengakui keberadaan
Pgngakuan para (Naik) kawasan dilindungi di areal PT Amindo Wana
pihak terhadap Persada. Hal ini ditunjukkan dengan BA sosialisasi
kawasan dilindungi tentang kawasan lindung yang ditandatangani oleh
pihak PT Amindo Wana Persada dan Kepala
Kampung Long Suluy dan Long Lamcin.
3.1.5 D SEDANG | Kawasan lindung yang ada di PT Amindo Wana
Persada terdiri dari sempadan sungai (kelay, Suluy,
Laporan p_engelolaan (Turun) Pelay, Lamcin, Talkin, Toulos), BZHL G. Kong Kemol,
kawasan lindung Kelerengan >40%, KPPN.
hasil tata ruang
areal/land scaping Tersedia laporan pengelolaan kawasan dilindungi
sesuai RKL/RPL sesuai hasil tata ruang areal yang ada dalam
dan/atau tata ruang RKUPHHK tahun 2012, namun belum seluruh
yang ada di dalam kawasan dilindungi dikelola secara periodik yaitu di
RKU sempadan sungai (Kelay, Suluy, Talkin, Toulos), BZHL
G. Kong Kemol dan KPPN.
Kesimpulan Indikator 25/27 x 100% = 92.59 % (BAIK)
3.1 27 25

2. Indikator 3.2: Perlindungan dan pengamanan hutan

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.2.1 D BAIK | - Potensi gangguan hutan berdasarkan RKUPHHK

. " tahun 2012 adalah illegal logging, perambahan
Ketersediaan (Naik) hutan, kebakaran hutan. Hasil wawancara
prosgdur masyarakat, potensi gangguan yang ada adalah
perllnFIungan ygng perburuan.
sesual dengan jenis- - Prosedur perlindungan hutan telah lengkap
Liln: gangguan yang mencakup seluruh jenis gangguan hutan.
3.2.2 D SEDANG | Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan

tersedia, namun jumlah dan kualifikasinya belum

Sargna prasarana memadai sesuai ketentuan seperti SDM (satpam,
perlindungan RPK, MPA) dan peralatan pengendalian kebakaran.
gangguan hutan
3.2.3 D SEDANG | Tersedia SDM perlindungan hutan yaitu Satpam
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SDM perlindungan
hutan

IUPHHK dan Regu Pemadam Kebakaran. Untuk
satpam IUPHHK jumlahnya belum memadai sesuai
Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPA Nomor SK
No. 243/Kpts/DJ-VI/1994 dan belum memiliki
kualifikasi seluruhnya. Untuk RPK kualifikasinya
belum memadai sesuai PermenLHK Nomor:
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 35 ayat
(3). Sedangkan untuk Masyarakat Peduli Api (MPA),
belum ada sehingga belum sesuai PermenLHK
Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Paragraf
3, Pasal 40.

3.24

Implementasi
perlindungan
gangguan hutan
(preemptif/
preventif/ represif)

SEDANG

Kegiatan perlindungan hutan belum terimplementasi
secara menyeluruh vyaitu secara preemptif pada
kebakaran hutan, Jilegal logging dan perambahan.
Kegiatan secara preventif masih kurang, terlebih
terkait dengan SDM dan sarana prasarana
pengendalian kebakaran hutan belum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Kegiatan secara reepresif
belum dilakukan terkait perburuan satwa dilindungi.

Kesimpulan Indikator 3.2

24

18

18/24 x 100% = 75.00 % (SEDANG)

3. Indikator 3.3: Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat

Pemanfaatan Hutan

NOMOR DAN JUDUL

Sarana pengelolaan
dan pemantauan
dampak terhadap
tanah dan air

VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 D BAIK Prosedur pengelolaan telah mencakup seluruh
di " dampak terhadap tanah dan air, meliputi prosedur
Ketersde laan ol (Naik) erosi, sedimentasi, kualitas air sungai, penanaman,
prosedur pengelolaan iklim mikro, kesuburan tanah, debit air sungai,
dan pe?anthauan persemaian, limbah B3, sampah organik dan
dampa tgr adap anorganik, pemantauan pertumbuhan tanaman.
tanah & air
3.3.2 D SEDANG | - Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air, sebagian sesuai dengan

dokumen perencanaan seperti RKUPHHK tahun

2012, RKL tahun 1999, RPL tahun 1999.

- Beberapa sarana ada yang belum tersedia dan ada

yang tidak befungsi dengan baik, antara lain :

a. Pengukur iklim mikro (suhu udara dan
kelembaban) belum tersedia.

b. Pengukur tinggi muka air sungai tidak ada lagi
karena hanyut terbawa banijir.
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c. Uji laboratorium kesuburan tanah belum
dilakukan.

d. TPA sampah organik dan anorganik hanya 1
lubang, tidak dibuat 2 lubang, untuk
memisahkan antara yang organik dan
anorganik.

e. Tempat sampah organik dan anorganik belum
diberi label. Sehingga penempatan sampah
masih tercampur-campur antara yang organik
dan anorganik.

f. Gudang genset, belum ada sedimen pond
untuk penampungan aliran jika ada tumpahan
BBM ataupun oli dan genangan air akibat
banjir karena hujan.

g. Tangki penyimpanan BBM solar :
< Belum ada sedimen pond untuk

penampungan aliran air/tumpahan BBM.

% Tidak dilengkapi dengan wadah untuk
menampung jika terjadi ceceran/tumpahan
BBM saat pengisian ke mobil.

< Belum dilengkapi dengan sarana atap
sebagai naungan sehingga ketika terjadi
hujan, potongan-potongan drum yang
menjadi tempat peletakan selang kran
pengisian yang berada di bawah kran
tangki akan penuh dengan air.

h. Workshop bengkel di basecamp km 103 :

Pada bagian salah satu pinggir bengkel,
terdapat drainase aliran air, dimana drainase
ini berada di bagian bawah dari permukaan
lantai cor semen. Hal ini menjadi potensi bila
terjadi tumpahan BBM/oli di lantai bengkel,
akan jatuh ke aliran drainase tadi yang
langsung menuju ke tanah. Sehingga
diperlukan pembatas pada bagian pinggir
lantai bengkel yang bersebelahan dengan
aliran drainase kecil tersebut.

Drainase ini dibuat karena posisi workshop
bengkel yang menempel di dinding/tebing
tanah dan karena saat audit lapangan terjadi
hujan, aliran air dari permukaan dinding/tebing
tanah ini mengalir ke lantai workshop bengkel.
Sehingga penggalian drainase kecil dilakukan
agar lantai bengkel tidak tergenang air.
Workshop bengkel di camp produksi km 127 :
Lantai bengkel belum di cor semen sehingga
bila terjadi tumpahan oli/BBM akan langsung
ke tanah.
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i. Gudang TPS limbah B3 di basecamp km 103

«+ Izin masih dalam proses. Pihak PT Amindo
Wana Persada telah menyerahkan
dokumen permohonan izin TPS limbah B3
ke instansi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Berau tanggal 12 Oktober 2018.

< PT Amindo Wana Persada belum memiliki
kerjasama dengan pihak ketiga untuk
proses pengangkutan limbah B3.

« Sedimen pond tersedia di dalam gudang
namun terisi dengan serbuk gergaiji.

« Terjadi rembesan air akibat hujan di sela-
sela dinding gudang yang terbuat dari
papan sehingga lantai dasar gudang
tergenang oleh air. Sehingga lokasi
penyimpanan limbah B3 tidak bebas banijir,
padahal dalam PP Nomor 101 tahun 2014
Pasal 14 ayat (1) lokasi penyimpanan
limbah B3 harus bebas banjir.

j.  Teras siring tidak bisa membendung longsoran

di kelerengan E yang berdekatan dengan Blok

RKT 2017 km 132.

3.3.3 D BAIK | Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
SDM pengelolaan tanah dan air dengan kualifikasi GANISPHPL-BINHUT
dan pemantauan sebanyak 2 (dua) orang yaitu Adi Samijo, A.Md. dan
dampak terhadap Hendriano Loli Saban, A.Md. dan masa berlakunya
tanah dan air masih aktif. Jumlah dan kualifikasi telah sesuai
dengan ketentuan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-
IPHH/2015.
3.34 D SEDANG | - Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah
dan air secara teknik sipil dan vegetatif
Rencana dan. sebagian tercantum dalam dokumen
implementasi perencanaan seperti RKUPHHK tahun 2012 dan
pengelolaan dampak RKL tahun 1999.
tgrhadap ta_ne?h dan - Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil belum
ar (tekrus sipil dan seluruhnya terimplementasi, antara lain :
vegetatif) a. Pengambilan lokasi sampel air belum dilakukan
pada bagian inlet dan outlet dari posisi camp.
b. Izin TPS limbah B3 masih proses dan belum
ada Mou kerjasama dengan pihak ketiga untuk
proses pengangkutan.
¢. Uji laboratorium kesuburan tanah belum
dilakukan.
d. TPA sampah organik dan anorganik masih
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k.

menjadi satu dalam satu lubang.

Tempat sampah organik dan anorganik masih
tercampur-campur antara yang organik dan
anorganik.

Gudang genset, belum ada sedimen pond
untuk penampungan aliran jika ada tumpahan
BBM ataupun oli dan genangan air akibat
hujan.

Tangki penyimpanan BBM solar : (a) belum
ada sedimen pond untuk aliran buangan
air/tumpahan BBM, (b) saat pengisian BBM ke
kendaraan tidak dilengkapi dengan wadah
untuk menampung bila terjadi
ceceran/tumpahan BBM, (c) tidak ada atap
untuk menaungi potongan-potongan drum
yang menjadi tempat peletakan kran pengisian
yang berada di bawah kran tangki, sehingga
jika terjadi hujan, drum akan terisi dengan air.
Workshop bengkel di basecamp km 103 belum
dibuat pembatas pinggir agar tidak terjadi
tumpahan BBM/oli ke drainase kecil yang ada
disebelahnya, karena posisi lantai bengkel
lebih tinggi dari aliran drainase tersebut.
Workshop bengkel di camp produksi km 127,
lantainya belum di cor semen sehingga belum
kedap air.

Gudang TPS limbah B3 di basecamp km 103 :
(a) masih terjadi rembesan air akibat hujan
yang menggenangi lantai gudang, (b) lokasi
gudang tidak bebas banjir sesuai PP Nomor
101 tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) bahwa lokasi
penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir.
Lereng E (km 132) memerlukan perbaikan
teras siring karena terjadi longsor.

Kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif,
seluruhnya telah dilaksanakan, antara lain :

a.

Ppaoo

Persemaian/pengadaan bibit

Penanaman ki-ka jalan Blok RKT 2016
Penanaman eks TPn Blok RKT 2016
Penanaman eks jalan sarad Blok RKT 2016
Penanaman areal tanah kosong (kawasan
dilindungi) yaitu di sempadan Sungai Lamcin
dan sempadan Sungai Pelay.
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3.3.5

Rencana dan
implementasi
pemantauan dampak
terhadap tanah dan
air

SEDANG

Rencana pemantauan dampak terhadap tanah
dan air secara teknik sipil dan vegetatif
sebagian tercantum dalam dokumen
perencanaan seperti RKUPHHK tahun 2012 dan
RPL tahun 1999.

Kegiatan pemantauan secara teknik sipil belum

seluruhnya terimplementasi, antara lain :

a. Iklim mikro (hari hujan, temperatur,

kelembaban

Tinggi muka air sungai.

Limbah B3

Uji kualitas air pada Sungai Talkin.

. Kesuburan tanah.

Kegiatan pemantauan secara teknik vegetatif telah

dilakukan seluruhnya, antara lain :

a. Persemaian/pengadaan bibit.

b. Penanaman di ki-ka jalan Blok RKT 2016.

Cc. Penanaman di eks TPn Blok RKT 2016.

d. Penanaman di eks jalan sarad Blok RKT
2016.

e. Penanaman di areal tanah kosong
(kawasan dilindungi) yaitu di sempadan
Sungai Lamcin dan sempadan Sungai
Pelay.

®cooo

3.3.6

Dampak terhadap
tanah dan air

SEDANG

Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah
dan air, serta ada upaya pengelolaannya.

Air
- Hasil uji laboratorium pada sampel air sungai

(Sungai Kelay, Sungai Lamcin, Sungai Pelay dan
Sungai Toulos) yang dilakukan Universitas
Tarumanegara — Fakultas Kedokteran — Bagian
Ilmu Kesehatan Masyarakat, tidak menunjukkan
acuan standar yang digunakan dalam menentukan
baku mutu. Kesimpulan hasil uji, menunjukkan
bahwa keseluruhan sampel menunjukkan air
memenuhi persyaratan air bersih. Namun,
penguijian hasil laboratorium belum mengacu pada
standar yang ditetapkan sesuai Perda Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air.

Tanah
- Belum dilakukan kegiatan pengambilan sampel

tanah untuk uji laboratorium.

Halaman 45 dari 73




}
\" / FPHPL-18 | Rev. L Tanggal 1 April 2017

W

Trustindo Certification

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

- Pembuatan teras siring pada lokasi kawasan
lindung kelerengan E, seringkali gagal akibat
terjadinya longsor.

- Aliran air yang kemungkinan bisa bercampur
dengan BBM/oli mengalir langsung ke tanah keluar
dari gudang genset, drainase kecil di samping
workshop bengkel basecamp km 103, TPS B3,
tangki penyimpanan BBM solar.

Kesimpulan Indikator 36 28 28/36 x 100% = 72.78 % (SEDANG)

3.3

4. Indikator 3.4: Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka
(endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan Endemik

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.4.1 D SEDANG | Tersedia 4 (empat) prosedur identifikasi flora dan
fauna yang mencakup seluruh jenis. Namun acuan
yang dipakai dalam pembuatan keempat prosedur
masih mengacu pada peraturan yang lama (P.20
tahun 2018) yang telah mengalami perubahan
dengan peraturan yang baru (P.92 tahun 2018).

Ketersediaan
prosedur identifikasi
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka, jarang,
terancam punah dan
endemik mengacu
pada perundangan/
peraturan yang

berlaku

3.4.2 D SEDANG | - Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah
) dilakukan.

Implementasi

- Data hasil kegiatan identifikasi flora, tidak
mencerminkan kegiatan identifikasi/inventarisasi
sesuai yang tercantum dalam SOPPemantauan
Flora dan Fauna. No Dokumen : B13/SOP-
AWP/2018. Hasil identifikasi flora hanya sebatas
jenis-jenis flora dilindungi dan jenis-jenis flora
dilindungi oleh masyarakat yang ada di areal PT
Amindo Wana Persada. Seharusnya PT Amindo
Wana Persada melakukan kegiatan identifikasi
flora dengan pengambilan data tingkat semai,
pancang, tiang, pohon sesuai SOP.

- Data hasil kegiatan identifikasi fauna, sudah
mencerminkan kegiatan identifikasi/inventarisasi.

kegiatan identifikasi
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BOBOT NILAI

12 8 8/12 x 100% = 66.67 % (SEDANG)

Kesimpulan Indikator 3.4

5. Indikator 3.5 : Pengelolaan Flora untuk:
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang
tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.5.1

Ketersedian prosedur
pengelolaan flora
yang dilindungi
mengacu pada
peraturan
perundangan yang
berlaku

D

SEDANG

Prosedur pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki PT
Amindo Wana Persada, adalah Standard Operating
Procedure Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi.
No Dokumen : C14/SOP-AWP/2018, Tanggal Terbit :
22/03/2018, No Revisi 02, Tanggal Revisi
21/03/2018. Disetujui dan ditandatangani oleh : Adi
Samijo (Manager Camp) ; Diperiksa dan
ditandatangani oleh : Budi Bakti (Ass.Man. Binhut,
Litbang, Kelola Lingkungan & Kelola Sosial) ; Dibuat
dan ditandatangani oleh : Hendriano Loli Saban
(Kasie Kelola Lingkungan, Kelola Sosial). Tanggal
22/03/2018.

Dalam SOP Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi,
referensi yang menjadi acuan masih menggunakan
peraturan yang sudah dirubah yaitu pada point c
(PermenLHK Nomor P.20 tahun 2018) yang sudah
dirubah menjadi PermenLHK P.92 tahun 2018.

Kegiatan pengelolaan terhadap flora dan fauna yag
tercantum dalah prosedur, adalah :

- Melakukan pengelolaan jenis tumbuhan dan
satwa melalui kegiatan pengelolaan di dalam
habitatnya (in situ).

- Melakukan pengelolaan jenis tumbuhan dan
satwa melalui kegiatan pengelolaan di luar
habitatnya (ex situ). Namun dalam prosedur
tertulis in situ.

Kegiatan pengelolaan flora dalam prosedur ini secara
in situ dan ex situ masih bersifat umum. Belum

mencantumkan kegiatan pengelolaan secara spesifik
terhadap suatu jenis flora dilindungi hasil identifikasi.

3.5.2

Implementasi
kegiatan pengelolaan
flora sesuai dengan

BAIK
(Naik)

Kegiatan pengelolaan flora untuk luasan tertentu dari
hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian
yang tidak rusak terbagi menjadi 2 (dua) alokasi dari
seluruh tipe hutan dalam hutan produksi, yaitu
pengelolaan flora dilindungi pada kawasan dilindungi
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yangdirencanakan

dan pada areal efektif produksi.

1. Pengelolaan flora dilindungi pada kawasan
dilindungi.
e Penyediaan areal kawasan dilindungi.
e Penandaan batas kawasan dilindungi.
e Patroli rutin sebulan sekali.
2. Pengelolaan flora dilindungi pada areal efektif
produksi.
o Tidak menebang jenis pohon dilindungi seperti
Manggeris dan Ulin.
e Patroli rutin sebulan sekali.
e Pemasangan papan nama jenis-jenis pohon
dilindungi (banggeris, durian, ulin).

3.5.3

Kondisi spesies flora
dilindungi dan/atau
jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik

SEDANG
(Turun)

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Long Ikian
Kampung Long Suluy dan Desa Long Lamcin,
masyarakat masih mengambil hasil hutan yaitu kayu
Meranti dan Ulin untuk keperluan membangun
rumah. Berdasarkan PermenLHK P.92 tahun 2018,
Ulin merupakan jenis yang dilindungi. Hal ini
mengindikasikan masih adanya gangguan terhadap
flora dilindungi yang ada di areal PT Amindo Wana
Persada.

Hasil pengamatan auditor sosial yang melakukan
wawancara langsung ke lokasi desa, keberadaan
kayu-kayu ulin memang terlihat jelas untuk
pembangunan rumah di desa. Pengakuan dari Kepala
Kampung Lamcin, ulin-ulin ini diambil dari sekitar
desa. Lokasi Kampung Lamcin berada di sebrang
sungai yang berbatasan dengan PT Amindo Wana
Persada. Hal ini juga memungkinkan ulin yang
diambil berasal dari areal PT Amindo Wana Persada.

Sedangkan hasil hutan non kayu yang diambil oleh
masyarakat adalah Rotan, Madu, Gaharu dan buah-
buahan (Durian, Karantungan, Cempedak, dll).

Kesimpulan Indikator 3.5

18

14

14/18 x 100% = 77.78 % (SEDANG)
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6. Indikator 3.6: Pengelolaan Fauna untuk:
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian
yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka
dan terancam punah dan endemik

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 D SEDANG | prosedur pengelolaan fauna dilindungi yang dimiliki
Ketersedian prosedur PT Amindo Wana Persada, adalah Standard
Operating Procedure Perlindungan Flora dan Fauna
pengelolaan fauna Dilindungi. No Dokumen : C14/SOP-AWP/2018,
yang dilindungi Tanggal Terbit : 22/03/2018, No Revisi : 02, Tanggal
mengacu pada Revisi : 21/03/2018. Disetujui dan ditandatangani
peraturan oleh : Adi Samijo (Manager Camp) ; Diperiksa dan
perundangan yang ditandatangani oleh : Budi Bakti (Ass.Man. Binhut,
berlaku, dan Litbang, Kelola Lingkungan & Kelola Sosial) ; Dibuat
tercakup kegiatan dan ditandatangani oleh : Hendriano Loli Saban
perencanaan, (Kasie Kelola Lingkungan, Kelola Sosial). Tanggal
pelaksana, kegiatan, 22/03/2018.
dan pemantauan) Dalam SOP Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi,
referensi yang menjadi acuan masih menggunakan
peraturan yang sudah dirubah yaitu pada point ¢
(PermenLHK Nomor P.20 tahun 2018) yang sudah
dirubah menjadi PermenLHK P.92 tahun 2018.
Kegiatan pengelolaan terhadap flora dan fauna yag
tercantum dalah prosedur, adalah :
- Melakukan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa
melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya
(in situ).
- Melakukan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa
melalui kegiatan pengelolaan di luar habitatnya
(ex situ). Namun dalam prosedur tertulis in situ.
Kegiatan pengelolaan fauna dalam prosedur ini
secara in situ dan ex situ masih bersifat umum.
Belum mencantumkan kegiatan pengelolaan secara
spesifik terhadap suatu jenis flora dilindungi hasil
identifikasi.
3.6.2 D BAIK Pengelolaan fauna untuk luasan tertentu dari hutan
o ) produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak
Realisasi pelaksanaan (Naik) | rusak, terbagi menjadi 2 (dua) alokasi dari seluruh
kegiatan pengelolaan tipe hutan dalam hutan produksi yaitu pada kawasan
fauna sesuai dengan dilindungi dan areal efektif produksi.
yang direncanakan 1. Pengelolaan fauna dilindungi pada kawasan
dilindungi.
e Penyediaan areal kawasan dilindungi.
e Penandaan batas kawasan dilindungi.
e Patroli rutin sebulan sekali.
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2. Pengelolaan fauna dilindungi pada areal efektif
produksi.

e Pemasangan papan larangan berburu.

e Pemasangan papan nama jenis-jenis satwa
dilindungi.

e Pemasangan papan nama satwa dilindungi
(beruang, enggang, kijang, kucing hutan,
orang-utan, pelanduk, trenggiling)

¢ Patroli rutin sebulan sekali.

3.6.3

Kondisi species fauna
dilindungi dan/atau
jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik

SEDANG
(Turun)

Hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Long

Ikian Kampung Long Suluy, masyarakat masih

melakukan perburuan satwa di areal PT Amindo

Wana Persada untuk keperluan konsumsi sendiri

yaitu jenis Babi Hutan, Rusa dan Monyet Ekor

Panjang. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa

Long Lamcin, masyarakat juga masih melakukan

perburuan di areal PT Amindo Wana Persada untuk

keperluan konsumsi sendiri yaitu jenis Babi Hutan

dan Rusa (jarang, hanya jika bertemu). Berdasarkan

PermenLHK P.92 tahun 2018, Rusa termasuk jenis

yang dilindungi.

Upaya yang dilakukan PT Amindo Wana Persada

dalam penanggulangan gangguan perburuan, antara

lain :

- Pemasangan papan larangan berburu pada
pinggir-pinggir jalan utama.

- Pemasangan papan nama jenis-jenis satwa yang
dilindungi.

- Pemasangan papan nama satwa dilindungi.

- Patroli rutin setiap sebulan sekali.

- Penempatan anggota perlindungan hutan vyaitu
satpam IUPHHK/security.

- Sosialisasi/kesepakatan bersama dengan
masyarakat tentang jenis fauna (satwa) dilindungi
di areal PT AMindomWana Persad

Kesimpulan Indikator 3.6

18

14

14/18 x 100% = 77.78 % (SEDANG)
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1. Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/
pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan
atau masyarakat setempat.

FPHPL-18 | Rev. L Tanggal 1 April 2017

Tersedia mekanisme
pembuatan batas
/rekonstruksi batas
kawasan secara
partisipatif dan
penyelesaian konflik
batas kawasan

NOMOR DAN JUDUL | BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
4.1.1 D SEDANG | Dokumen PT AWP terkait pola penguasaan dan
Ketersediaan pemanfaatan SDA/SDH setempat dan data
dokumen/laporan identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat
mengenai pola tertuang dalam Dokumen Dampak Penting pada saat
penguasaan dan
pemanfaatan penyusunan RKL dan RPL PT AWP, RKUPHHK HA PT
SDA/SDH setempat, Amindo Wana Persada, Laporan Deliniasi Identifikasi
identifikasi hak-hak Kegiatan Non Kehutanan di Areal Kerja PT AWP
dasar masyarakat dilengkapi peta skala 1 : 25.000, Laporan
hukum adat Pengelolaan SDA & SDH oleh Masyarakat Sekitar
gqaans/;;fa“kat Areal TUPHHK PT AWP serta Laporan Deliniasi
setempat, dan Identifikasi Keg_jlatan Non Kehutanan di arael Kerja PT
rencana AWP , hasil telaahan terhadap dokumen
pemanfaatan SDH tersebut belum memberikan informasi yang
oleh pemegang izin. lengkap terkait kegiatan perladangan oleh
masyarakat Long Suluy dan pemanfaatan HHNK
belum diidentifikasi dan dikelola.
Sedangkan dalam rencana pemanfaatan SDH PT
AWP dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA
Periode  2012-2021 yang telah  mendapat
pengesahan, RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang telah
disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan
untuk bidang Kelola Sosial tersedia Rencana
Operasional PT AWP Tahun 2018.
4.1.2 CD BAIK PT AWP  memiliki mekanisme penataan batas

/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan
penyelesaian konflik batas kawasan yang lengkap
dan disepakati para pihak yang dituangkan dalam
SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan
Kawasan Komunitas Setempat, SOP Penyelesaian
Klaim Masyarakat Desa, SOP Resolusi Konflik dengan
Masyarakat Desa dan SOP Mekanisme Penyelesaian
Konflik.

Pada periode Penilikan ke-1, PT AWP telah
melakukan Revisi ke-2 terhadap SOP yang telah ada
untuk  disesuaikan  dengan  peraturan dan
perundangan yang berlaku serta perubahan dalam
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sistem penomorannya.

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut telah sesuai
dan relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.

4.1.3

D BAIK PT AWP memiliki mekanisme terkait pengakuan

Tersedia mekanisme hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan
pengakuan hak-hak masyarakat  setempat  dalam  perencanaan
dasar masyarakat pemanfaatan SDH yang legal, jelas dan lengkap
hukum adat dan dituangkan dalam : SOP Penandaan Makam dan
masyarakat . e
setempat dalam Tempat Religi, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar
perencanaan Masyarakat Adat, SOP Meningkatkan Akses
pemanfaatan SDH Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP Pembuatan

Perjanjian dengan Masyarakat.

PT AWP telah melakukan Revisi ke-2 terhadap SOP

yang ada untuk disesuaikan dengan peraturan dan

perundangan yang berlaku serta perubahan dalam

sistem penomorannya.

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut telah sesuai

dan relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.
4.1.4 CD SEDANG | Secara administrasi PT AWP berada di dalam wilayah

Terdapat batas yang
memisahkan secara
tegas antara
kawasan/areal kerja
unit manajemen
dengan kawasan
kehidupan
masyarakat.

adat 2 Kampung yaitu Kampung Long Lamcin dan
Kampung Long Suluy Kecamatan Kelay, batas antara
ke dua kampung tersebut berupa batas alam/sungai
dan belum dilakukan penataan batasnya dilapangan.

Berdasarkan Peta Sebaran Wilayah Kampung/Desa
PT AWP skala 1: 750.000 dan hasil wawancara
dengan Petugas Kelola Sosial serta masyarakat
sekitar diperoleh informasi bahwa batas antar
wilayah Kampung di areal PT AWP baru sebatas
kesepakatan di peta saja belum ada penataan batas
dilapangan.

Pada periode Penilikan ke-1 PT AWP telah menyusun
Laporan Deliniasi Identifikasi Kegiatan Non
Kehutanan di arael Kerja PT AWP dan Peta Deliniasi
Identifikasi Ladang Masyarakat Tahun 2018 PT AWP
Skala 1 : 50.000, namun dalam laporan tersebut
belum dirinci luas dan pemilik ladang, serta belum
dilakukan penataan batas partisipatifnya.

Di KM 105 terdapat papan nama Penataan Batas
Partisipatif dengan Kawasan Perladangan Masyarakat
Long Lamcin, namun tidak dilengkapi dengan
Dokumen Berita Acaranya.
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PT AWP memiliki sebagian bukti terkait luas dan
batas areal dengan batas kawasan yang dimiliki oleh
masyarakat setempat.

4.1.5

Terdapat
persetujuan para
pihak atas luas dan
batas areal kerja
IUPHHK/KPH

CD

BAIK

Pada periode Penilikan ke-1, PT AWP dalam kegiatan
operasionalnya telah mendapat pesetujuan dari para
pihak dalam hal ini Pihak Pemerintah (baik Pusat
maupun Daerah) dan masyarakat sekitar areal, yang
dibuktikan dengan masih berlangsungnya kegiatan
operasional perusahaan dan adanya beberapa Berita
Acara Kerjasama dan atau Kesepakatan dengan
masyarakat sekitar areal serta terdapat Bukti Berita
Acara Sosialisasi dari PT AWP kepada masyarakat
sekitar.

Pada areal PT AWP masih terdapat potensi konflik
terkait penentuan besarnya fee kompensasi dan
Klaim Tanah Adat oleh masyarakat sekitar, namun
sejauh ini masih dapat dikelola dengan baik.

Kesimpulan Indikator 4.1

18 /21 = 85,71 % ( BAIK )

2. Indikator 4.2 : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/
pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat
dan atau masyarakat setempat.
NOMOR DAN JUDUL | BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
4.2.1 D BAIK Pada periode Penilikan ke-1, dokumen PT AWP
Ketersedian dokumen (Naik) | terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai
yang menyangkut dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan
tanggung jawab meliputi dokumen : SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA
sosial pemegang izin periode 2012-2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2018,
sesuai dengan Rencana Operasional PMDH Tahun 2018, Realisasi
peraturan PMDH PT AWP Tahun 2018 (s.d September 2018)
perundangan yang dan Bukti Pembayaran Fee Kubikasi Kayu kepada
relevan/berlaku. masyarakat sekitar areal.
Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, PT AWP
memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung
jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan
perundangan yang relevan/berlaku.
4.2.2 D BAIK | PT. AWP memiliki mekanisme yang lengkap dan
Ketersediaan legal terkait dengan pemenuhan tanggung jawab
mekanisme sosial terhadap masyarakat yang dituangkan dalam
pemenuhan kewajiban beberapa SOP antara lain SOP Pembinaan
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sosial pemegang izin
terhadap masyarakat

Masyarakat Desa Hutan, SOP Pemberdayaan
Masyarakat, SOP Mekanisme Distribusi Insentif
Masyarakat Desa, SOP Distribusi Manfaat dan SOP
Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat.

Pada periode Penilikan ke-1, PT AWP telah
melakukan Revisi ke-2 terhadap SOP yang ada
sebelumnya untuk disesuaikan dengan peraturan
perundangan yang berlaku serta perbaikan dalam
sistem penomorannya.

4.2.3

Kegiatan sosialisasi
kepada masyarakat
mengenai hak dan
kewajiban pemegang
izin terhadap
masyarakat dalam
mengelola SDH.

BAIK
(Naik)

Pada periode Penilkan ke-1, PT AWP telah
melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan
kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola
Sumber Daya Hutan dengan bukti :

1. BA Sosialisasi Kawasan Lindung PT AWP Di
Kampung Long Suluy Kec. Kelay tanggal 30
April 2018

2. BA Sosialisasi Visi dan Misi PT AWP Di Kampung
Long Suluy Kec. Kelay tanggal 30 April 2018

3. BA Sosialisasi Blok Tebangan RKT 2018 PT AWP
di Kampung Long Suluy, Kec. Kelay tanggal 30
April 2018

4. BA Sosialisasi PT AWP ke Kampung Long Lamcin
dalam menjalankan Perhutanan Sosial Skema
Kemitraan Kehutanan Tanggal 16 November
2018.

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa
Long Lamcin dan Long Ikian/Long Suluy diperoleh
informasi bahwa masyarakat membenarkan adanya
kegiatan Sosialisasi dari PT AWP di kampungnya
terkait kegiatan operasional Perusahaan serta
beberapa kesepakatan tentang Fee Kompensasi dan
Program Kelola Sosial/PMDH dari PT AWP.

4.2.4

Realisasi pemenuhan
tanggung jawab sosial
terhadap masyarakat
/implementasi hak-hak
dasar masyarakat
hukum adat dan
masyarakat setempat
dalam pengelolaan
SDH

BAIK
(Naik)

Realisasi Kegiatan PT AWP terkait pemenuhan
tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang
berada di sekitar areal meliputi:

1. Bantuan Operasional pada Kampung Long Lamcin
(Sarana Air Bersih, Olah raga, Kesehatan dan
Honor Guru)

2. Bantuan BBM (Solar 120 Itr dan Oli 40 ltr setiap

bulan) untuk Dusun Long Ikian/Long Suluy.

3. Honor aparat kampung desa Long Lamcin, Long

Suluy, dan Long Duhung
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4. Kompensasi Debu, Honor Kepala Adat dan Humas
desa Batu Rajang

5. Bea Siswa kepada anak Alm. Willem

6. Bantuan hari besar keagamaan dan HUT RI

7. Pembayaran Fee Kubikasi Kayu Produksi

Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar
(kampung Long Lamcin dan Long Ikian/Long Suluy)
diperoleh informasi bahwa pemenuhan tanggung
jawab oleh PT AWP yang dirasakan masyarakat
sekitar antara lain Fee Kubikasi Kayu, Bantuan BBM
(solar & Oli), Bantuan Transportasi Masyarakat ke
Ibukota Kabupaten dan Penyambungan Listrik dari
Camp KM 103 (untuk Kampung Long Lamcin).

Berdasarkan bukti tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa PT AWP memiliki bukti yang lengkap terkait
pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap
masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan masyarakat setempat dalam
pengelolaan SDH.

4.2.5

Ketersediaan
laporan/dokumen
terkait pelaksanaan
tanggung jawab sosial
pemegang izin
termasuk ganti rugi.

SEDANG

Pada periode Penilikan ke-1, PT. AWP memiliki
sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan
tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk
ganti rugi yang tertuang dalam Realisasi PMDH
Tahun 2018, BA Serah Terima Bantuan PT AWP
pada masyarakat sekitar Tahun 2018, BA Bantuan
BBM (Solar dan Oli) pada masyarakat Long
Ikian/Long Suluy, Berita Acara Serah Terima Fee
Kubikasi Kayu RKT tahun 2016 & 2017, BA
Pembayaran Uang Debu kepada masyarakat Batu
Rajang serta Perjanjian Sewa Pakai Tanah dan
Bangunan untuk Jalan, Base Camp dan Tempat
Sarana Penunjang lainnya di KM 74, KM 103 dan
KM 104.

Dokumen/laporan yang ada belum mencakup
seluruh kegiatan pelaksanaan tanggung jawab
sosial yang dilakukan oleh PT AWP termasuk ganti
rugi.

Kesimpulan Indikator 4.2

22 /30 = 73,33 % ( SEDANG )
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3. Indikator 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi
manfaat yang adil antar para pihak

Ketersediaan
mekanisme
peningkatan peran
serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat

NOMOR DAN JUDUL | BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
4.3.1 D SEDANG | PT. AWP memiliki sebagian data dan informasi
Ketersediaan data dan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
informasi masyarakat set_en.1pat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh
hukum adat dan/atau aktivitas pengelolaan SDH vyang tertuang dalam
masyarakat setempat dokumen :
yang terlibat, 1. RKUPHHK-HA PT AWP Periode tahun 2012 -
tergantung, 2021.
terpengaruh oleh 2. Berita Acara Serah Terima Fee Kubikasi Kayu PT
aktivitas pengelolaan AWP RKT Tahun 2016 dan 2017 kepada
SDH masyarakat sekitar (Kampung Long Lamjan, Long
Lamcin dan Long Suluy)
3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Data bulan
Oktober 2018 (ada 58 orang dari 74 karyawan
PT AWP)
4. Sewa lokasi Base Camp dan Sarpras di KM 103
& KM 104 pada warga Long Lamcin
5. Sewa lokasi TPK Antara KM 74 PT AWP pada
warga Long Duhung
6. Kompensasi Penyiraman Debu di Kampung Batu
Rajang
Hasil telaahan terhadap dokumen tersebut, dokumen
yang ada belum memberikan informasi yang
lengkap terkait data dan informasi masyarakat yang
terlibat, tergantung terpengaruh oleh aktivitas PT
AWP, akan tetapi belum terdapat informasi terkait
lokasi perladangan masyarakat Long Suluy dan
Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar dalam
areal PT AWP.
4.3.2 D BAIK | PT. AWP memiliki mekanisme terkait peningkatan

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang
legal, lengkap dan jelas yang dituangkan dalam :

1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan

2. SOP Pemberdayaan Masyarakat

3. SOP Distribusi Manfaat

4, SOP Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat
Desa

5. SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap
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Hutan
6. SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu/HHNK

Pada periode Penilikan ke-1, PT AWP telah
melakukan Revisi ke-2 terhadap SOP yang ada
sebelumnya untuk disesuaikan dengan peraturan
perundangan yang berlaku serta perbaikan dalam
sistem penomorannya.

Hasil telaahan terhadap SOP yang dimiliki oleh PT
AWP, SOP yang ada telah sesuai dan relevan dengan
kondisi di lapangan.

4.3.3

Implementasi kegiatan
peningkatan peran
serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat
hukum adat dan atau
masyarakat setempat
oleh pemegang izin
yang tepat sasaran

CD SEDANG | Hasil telaahan terhadap dokumen periode 1 tahun
Keberadaan dokumen terakhir, PT. AWP memiliki dokumen rencana
rencana pemegang izin pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran
:eir;ggegéak:%'::aann serta dan aktivitas ekonomi masyarakat  yang
serta dan aktivitas dituangkan dalam dokumen RKUPHHK HA PT AWP
ekonomi masyarakat Periode Tahun 2012 — 2021, RKTUPHHK-HA PT AWP
Tahun 2018 dan RO PMDH PT AWP Tahun 2018.
Hasil telaahan terhadap dokumen Rencana yang
dimiliki PT AWP terdapat perbedaan atau tidak
sinkron antara rencana kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di
dalam dokumen RKUPHHK-HA dengan rencana yang
ada di RKTUPHHK-HA maupun di Rencana
Operasional (RO) PMDH.
4.3.4 D SEDANG | pr AWP memiliki bukti implementasi  kegiatan

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan atau masyarakat
setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
yang tertuang dalam :

1. Realisasi PMDH PT AWP tahun 2018 ( Realisasi
Peningkatan Ekonomi sebesar 0 %)

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada 58 orang
dari 74 karyawan PT AWP) atau sebesar
78,38%

Pendekatan Implementasi kegiatan peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar
oleh PT AWP sebesar :

(0 + 78,38) % : 2 = 39,19 % (< 50 %)
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4.3.5

Keberadaan
dokumen/laporan
mengenai pelaksanaan
distribusi manfaat
kepada para pihak

SEDANG

PT. AWP memiliki dokumen/laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
(karyawan dan masyarakat) yang tertuang dalam
Realisasi PMDH PT AWP Tahun 2018, Rekap Gaji
Karyawan PT. AWP tahun 2018, Rekap Pembayaran
Fee Kubikasi Kayu RKT Tahun 2016 dan Tahun 2017
kepada masyarakat sekitar areal, dan Pembayaran
Sewa Base Camp dan Sarpras Penunjang di KM 103
&KM 104 dan TPK Antara KM 74 pada masyarakat
sekitar.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen dan
wawancara dengan wakil masyarakat sekitar areal
terdapat informasi bantuan penyambungan listrik dari
PT AWP ke Kampung Long Lamcin dan Bantuan
Transportasi Masyarakat Long Lamcin dari Kampung
ke Tanjung Redeb PP seminggu sekali, akan tetapi
tidak ditemukan dokumen penunjangnya.

PT AWP memiliki sebagian dokumen terkait
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

Kesimpulan Indikator 4.3

20 /27 = 74,07 % ( SEDANG )

4. Indikator 4.4 : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

Tersedia peta konflik

NOMOR DAN JUDUL | BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER

4.4.1 D BAIK PT AWP memiliki mekanisme resolusi konflik legal,

Tersedianya lengkap dan jelas tertuang dalam SOP Penyelesaian

mekanisme resolusi Klaim Masyarakat Desa, SOP Resolusi Konflik dengan

konflik Masyarakat Desa, SOP Mekanisme Penyelesaian
Konflik dan BA Kesepakatan Bersama Tentang
Mekanisme Penanganan Konflik antara PT AWP
dengan Masyarakat Long Suluy.
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kelola
sosial dan informasi dari masyarakat sekitar, PT AWP
memiliki mekanisme resolusi konflik dan telah
diimplementasikan dalam penyelesaian konflik yang
timbul.

4.4.2 D SEDANG | PT AWP memiliki  dokumen terkait pemetaan

konflik yang tertuang dalam Laporan Identifikasi
Konflik Sosial dan Alternatif Penyelesaiannya Di Areal
IUPHHK-HA PT AWP dibuat pada Maret 2017 dan
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Peta Areal Rawan Konflik PT AWP dibuat tanggal 12
Januari 2018 skala 1 : 100.000

Pada periode Penilikan ke-1, PT AWP membuat Peta
Potensi Konflik skala 1 : 50.000 pada areal PT AWP
terdapat 2 konflik klaim lahan beserta perkiraan
luasnya oleh masyarakat Long Lamcin dan Long
Suluy, namun belum dilakukan rencana
penyelesaiannya.

PT AWP belum menyusun pemetaan konflik yang
mengacu pada Perdirjen PHPL No.
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada
Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.

4.4.3

Adanya kelembagaan
resolusi konflik yang
didukung oleh para
pihak.

SEDANG

PT AWP memiliki Struktur Organisasi dan Job
Discription yang telah ditandatangani oleh direktur
PT AWP serta Struktur Organisasi Penanganan
Resolusi Konflik PT AWP.

Hasil telaahan terhadap  Struktur Organisasi
Penanganan Resolusi Konflik jabatan masih
dirangkap oleh orang yang sama pada jabatan
struktural lainnya dan tidak melibatkan pihak
eksternal dalam struktur tersebut seperti Kepala
Adat, Kepala Kampung dan Muspika padahal dalam
implmentasinya selalu mengikutsertakan pihak-pihak
tersebut serta PT AWP belum menyiapkan Rencana
Anggaran Dana untuk penyelesaian konflik yang
mungkin timbul pada tahun berjalan.

4.4.4

Ketersediaan dokumen
proses penyelesaian
konflik yang pernah
terjadi

SEDANG
(Turun)

Selama periode 1 tahun terakhir, di areal PT AWP
terdapat 2 (dua) konflik klaim lahan dengan
masyarakat sekitar areal dan konflik tersebut masih
dalam tahap proses penyelesaian dan belum
mencapai kesepakatan.

Pada tanggal 16 November 2018 PT AWP telah
melakukan Sosialisasi Perhutanan Sosial Skema
Kemitraan Kehutanan ke Kampung Long Lamcin
sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian klaim
lahan oleh masyarakat Long Lamcin namun belum
ada persetujuan.

PT AWP belum menyusun laporan setiap Semester

terkait Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL P.5
Tahun 2016.

Kesimpulan Indikator 4.4

18 /24 = 75,00 % (SEDANG )
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5. Indikator 4.5 : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.5.1

Adanya hubungan
industrial.

BAIK

PT AWP telah merealisasikan hubungan industrial
dengan Karyawannya yang dibuktikan dengan
adanya Peraturan Perusahaan PT AWP Tahun 2017 -
2019, vyang telah disahkan Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jamsostek Nomor KEP.
1684/PHIJSK-PK/PP/XII/2017 pada tanggal 27
Desember 2017 dengan masa berlaku sampai 26
Desember 2019 dan PT AWP telah melakukan
sosialisasi kepada karyawannya pada tanggal 18
Januari 2018 yang dilengkapi Berita Acara Sosialisasi.

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen dan hasil
wawancara dengan beberapa karyawan PT AWP
diperoleh informasi bahwa karyawan mengetahui dan
memahami isi dari Peraturan Perusahaan dan
Perusahaan  telah merealisasikan seluruh
hubungan indutrial kepada karyawannya.

4.5.2

Adanya rencana dan
realisasi
pengembangan
kompetensi tenaga
kerja.

SEDANG

PT AWP memiliki Rencana dan Realisasi Pelatihan
karyawan Tahun 2018 dengan Realisasi Pelatihan
sebanyak 4 orang (dengan 4 jenis Pelatihan) dari
Rencana 8 orang dan 5 jenis Pelatihan dengan rata-
rata pencapaian peserta sebesar 50 % dan 80 %
untuk jenis pelatihannya.

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT AWP
memiliki 8 orang Ganis PHPL dengan rincian Canhut
= 1 orang, Nenhut = 1 orang Binhut = 2 orang,
Kurpet = 1 orang, PKB-R = 3 orang, berdasarkan
Perdirjen P.16 tahun 2015 PT AWP masih terdapat
kekurangan sebanyak 2 orang Ganis PHPL (Ganis
Canhut kurang 1 orang dan Nenhut kurang 1 orang).

4.5.3

Dokumen standar
jenjang karir dan
implementasinya

SEDANG

Pada periode Penilikan ke-1, PT AWP memiliki
dokumen terkait standar jenjang karir yang
dituangkan dalam SOP Jenjang Karir (D 19/SOP-
AWP/2018) Rev.2 tanggal terbit 27 Mei 2018.

Terdapat SK Direksi dan SK Manager Camp PT AWP
tentang Pengangkatan Karyawan pada berbagai
posisi Jabatan, namun tidak dilengkapi dengan
proses penilaian dan persyaratan yang tercantum
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dalam SOP Jenjang Karir.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Data Karyawan
PT AWP Tahun 2018 dan hasil wawancara dengan
karyawan PT AWP  diperoleh informasi bahwa
hampir seluruh karyawan PT AWP (94 %) berstatus
sebagai karyawan bulanan PKWT/Kontrak dan
sisanya berstatus Harian, hal ini tidak sesuai dengan
implementasi Visi dan Misi perusahaan dalam
pengelolaan hutan produksi lestari.

4.5.4

Adanya dokumen
tunjangan
kesejahteraan
karyawan dan
implementasinya.

BAIK

PT AWP memiliki dokumen terkait tunjangan
kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan
Perusahaan PT AWP Periode 2017 -2019 Pasal 7 —
16, serta telah mengim-plementasikan peraturan
perundangan yang berlaku seperti Gaji diatas UMK
Kabupaten dan pembayarannya lancar setiap
bulannya, Karyawan diikutsertakan dalam program
BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dibuktikan
dengan Kepemilikan kartu peserta, serta fasilitas
kesejahteraan yang ada di Base Camp KM 103 yang
cukup memadai.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil
wawancara dengan beberapa karyawan PT AWP
diperoleh informasi bahwa Perusahaan PT AWP
telah mengim-plementasikantunjangan kesejahteraan
karyawan sesuai Klausul yang ada dalam Peraturan
Perusahaan dan Peraturan Perundangan yang
berlaku.

Kesimpulan Indikator 4.5

20 /24 = 83.33 % ( BAIK)
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Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada
dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

No.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.a.

Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK IUPHHK)

M

Pada periode penilikan ke-1 terdapat dokumen legal
perizinan seperti penilaian awal atau tidak ada perubahan
yaitu SK. IUPHHK PT Amindo Wana Persada Nomor :
940/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999, dengan
lampiran Peta Areal Kerja HPH (Eks. HPH PT Alas Helau)
Seluas + 43.680 Ha Skala 1 : 100.000.

Selain itu terdapat dokumen legal pendirian perusahaan
seperti Akte perusahaan, SIUP. TDP dan NPWP.

1.1.1.b.

Bukti pemenuhan kewajiban
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).

Pada periode penilikan ke-1 tidak terdapat perubahan SPP
ITUPHH-HA yang ditagihkan kepada PT Amindo Wana
Persada yaitu ada 2 dokumen SPP sebagai berikut :

1. SPP IHPH Nomor : Nomor: 2429/VI-PPHH/1999 tanggal
11 Oktober 1999 sebesar 2.168.000.000,00;

2. SPP IIUPHH Nomor No:S.370/VI-BIKPHH/2010 tanggal
03 Mei 2010 sebesar Rp. 3.885.175.000, -

Terhadap 2 (dua) dokumen SPP IHPH diatas maka pihak PT

Amindo Wana Persada melakukan pembayaran sesuai

dengan 3 (tiga) Bukti Setor yaitu :

1. Bukti setor melalui Bank Deutsche tanggal 13 Oktober
1999 sebesar 2.168.000.000,- atas SPP IHPH
No.2429/1V-PPHH/99 tanggal 11 Oktober 1999

2. Bukti setor melalui Bank Mandiri tanggal 30 Agustus
2010 sebesar 500.000.000.000,- atas SPP ITUPHHK-HA
No.370/VI-BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei 2010.

Bukti setor melalui Bank BCA tanggal 23 Februari 2012
sebesar 3.338.750.000,- atas SPP ITUPHHK-HA No.370/VI-
BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei 2010.

1.1.1.c.

Penggunaan kawasan yang
sah di luar kegiatan IUPHHK
(jika ada).

N/A

Alasan tidak diverifikasi :

Tidak tersedia dokumen atau data informasi tentang
penggunaan kawasan yang sah diluar sector kehutanan di
lokasi kerja PT. Amindo Wana Perkasa, sesuai dengan hasil
wawancara dengan MR pada audit penilikan ke-1.
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RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang.

No. | Nomor & Judul VERIFIER |NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4 2.1.1.a. M | Pada periode penilikan ke-1 terdapat dokumen
Dokumen RKUPHHK/RPKH, perencanaan yang meliputi :
RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta 1. Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun
lampirannya yang telah 2012 — 2021 PT Amindo Wana Persada telah disahkan
disahkan oleh pejabat yang sesuai disahkan melalui SK Menteri Kehutanan
berwenang, meliputi : No.SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012 dan
- Dokumen RKUPHHK/RPKH & Lampiran Peta RKUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada
lampirannya yang disusun skala 1 : 50.000;
berdasar-kan IHMB/risalah 2. Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang disahkan Dinas
hutan dan dilaksanakan oleh Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK No.
Ganis PHPL Timber Cruising 522.110.1/167/Kpts/RKT/DK-11/2016 tanggal 28
dan/atau Canhut. Desember 2016 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA
- Dokumen RKT/R-l—l- yang Tahun 2017 Skala 1 : 50000,
disusun berdasarkan 3. Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang disahkan Dinas
RKU/RPKH dan disahkan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK No.
oleh pejabat yang 522.110.1/23/Kpts/RKT/DK-1I/2018 tanggal 19 April
berwenang atau yang 2018 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018
disahkan secara self approval Skala 1 : 50.000
- Peta rencana penataan areal Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 Skala 1 : 50.000
. . ) (berlaku s/d tanggal 31 Desember 2018);
kerja yang dibuat oleh Ganis
PHPL Canhut. Terdapat Ganis PHPL Canhut yaitu Sdr. Aliansyah dengan
nomor register : 02045-11/CANHUT/XX/2016 (berlaku s/d
20 April 2019), sesuai dengan SK Dirjen PHPL Nomor :
SK.529/BPHP.XI-3/2018 tentang Mutasi Tenaga Ganis
Teknis PHPL Sdr. Aliansyah tanggal 4 September 2018
dari PT. Barito Nusantara Indah ke PT Amindo Wana
Persada, dan berdasarkan SK. Dirjen tersebut maka dibuat
SK. Manager Operasional PT Amindo Wana Persada Nomor
78/AWP-BRU/SK/2018 tanggal 05 September 2018
tentang Pengangkatan Petugas Ganis PHPL Canhut Pada
IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada yang bernama Sdr.
Aliansyah.
5 2.1.1.b. M

Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKT/Bagan
Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di lapangan.

Pada periode penilikan ke-1 terdapat Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan
2018 Skala 1 : 50.000 yaitu berupa kawasan lindung
sebagai berikut :
1. Lereng E yang berdekatan dengan blok RKT 2017
/Carry Over dengan koordinat :
N.015509,0; E. 116 30 29,1
2. Sempadan Sungai Lamcin yang dllewati
produksi pada koordinat :

jalan
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No.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

N.015319,5; E. 116 37 25,4

Sempadan Sungai Pelay yang dllewati jalan produksi
pada koordinat :

N.015149,9;E. 116 3257,7

2.1.1.c.

Penandaan lokasi blok
tebangan/ blok RKT/petak RTT
yang jelas di peta dan terbukti
di lapangan.

Pada periode Penilikan ke-1 terdapat Peta areal kerja
RKTUPHHK-HA 2018 Skala 1 50.000 yang
menggambarkan blok dan petak tebangan RKT 2018 dan
Carry Over RKT 2017, namun pada saat observasi di
lapangan guna mengetahui penandaan lokasi blok/petak
tebangan RKT 2017/Carry Over dan RKT 2018 yang berada
di KM 135 terkendala atau tidak bisa dilakukan karena jalan
menuju blok RKT 2017/Carry Over terjadi longsor di KM
132 akibat hujan pada malam hari sehingga menutup jalan
angkutan dan saat perjalanan juga sempat turun hujan di
Bace Camp Produksi KM 127;Karenanya untuk penandaan
lokasi blok /petak tebangan mengacu ke penilaian awal,
karena realisasi penebangan s/d November 2018 baru di
areal Carry Over RKT 2017 yang sudah di verifikasi saat
audit pertama pada bulan Februari 2018.

3. Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
No. | Nomor & Judul VERIFIER |NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
7 2.2.1.a. M | pada periode Penilikan Ke-1 terdapat dokumen RKUPHHK-
Dokumen Rencana Kerja HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 atas nama PT
Usaha Pemanfaatan Hasil Amindo Wana Persada sesuai SK Menteri Kehutanan
Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa No.SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012 dan lampiran
dalam proses) dengan Peta RKUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada skala 1 :
lampiran-lampirannya 50.000 yang dinilai dinilai oleh Kasubdit Rencana Kerja
Pemanfaatan Hutan Alam Ir. Djoko Supomo dan Disetujui
oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan a.n Menteri Kehutanan RI.
8 2.2.1.b. N/A | Alasan tidak diverifikasi yaitu :

Kesesuaian lokasi dan volume
pemanfaatan kayu hutan alam
pada areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan tanaman
industri.

Pada lokasi IUPHHK-HA PT. Amindo Wana Persada tidak
ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan
tanaman industri
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III. PRINSIP 3
4. Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/
dimanfaatkan telah di—-LHP-kan.
No. | Nomor & Judul VERIFIER |NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
9 3.1.1. M Pada periode Penilikan Ke-1 terdapat 2 (dua) petugas
Dokumen LHP yang telah pembuat LHP-KB sesuai dengan dokumen SK sebagai
disahkan oleh pejabat yang berikut :
berwenang. .
1. Terdapat SK. Manager Operasional Nomor : 23/AWP-
BRU/SK/IV/2018 tanggal 04 April 2018 tentang
Pengangkatan P2-LHPKB atas nama Sdr. Masrani
dengan nomor register :01902-13/PKB-R/XX/2016 yang
berlaku sampai dengan 17 Maret 2019, namun pada
bulan September 2018 sudah diganti oleh Yoram Buttu
S.Sos;
2. Terdapat SK. Manager Operasional Nomor : 60/AWP-
BRU/SK/IX/2018 tanggal 01 September 2018 tentang
Pengangkatan P2-LHPKB atas nama Sdr. Yoram Buttu
S.Sos dengan nomor register :00787-11/PKB-
R/XX/2012 (berlaku s/d 31 Desember 2018)
Sejak bulan April s/d November 2018 terdapat pembuatan
LHP yang berasal penebangan blok RKT 2017 (Carry Over
di tahun 2017) sebanyak 12 set LHP-KB dan 9 set LHP-KBS
dengan jumlah batang 712 pcs atau volume 5.023,14 M3
(secara rinci dilaporkan pada Buku 1).
5. Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan.
No. | Nomor & Judul VERIFIER |NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 | 3.1.2. M

Surat keterangan sahnya hasil

hutan dan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara, -
TPK hutan ke industri primer
dan/atau penampung kayu
terdaftar,

- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan dan/atau
penampung kayu terdaftar

Pada Pada periode Penilikan Ke-1 terdapat SK. Manager
Operasional Nomor : 015/AWP-JKT/SK/IV/2018 tanggal 15
April 2018 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu
(TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan, TPK
Antara/Loading Point) RKT Tahun 2018 dan Carry Over
ahun 2017 PT. Amindo Wana Persada Wilayah Kabupaten
Berau Provinsi Kalimantan Timur, dimana jumlah TPn
sebanyak 25 lokasi sesuai dengan jumlah petak tebangan
pada RKT Tahun 2018 yang terdiri dari :

1. 5 TPn pada 5 petak tebangan RKT 2017/ Carry Over
yaitu M36, M37, M38, N37, dan N38;

2. 20 TPn pada 20 petak tebangan murni RKT 2018 vyaitu
L39, L40, L41, L42, M39, M40, M41, M42, N39, N40,
N41, N42, N43, 039, 040, 041, 042, 043, P39 dan
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No.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P40.
Sedang letak dari TPK Hutan dan TPK Antara sebagai
berikut :

1. TPK Hutan terletak di KM 103/Sei Kelay seluas = 1 Ha
yang berada di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT
Amindo Wana Persada dengan kapasitas tampung +
3.000 M3;

2. TPK Antara 1 terletak di KM 74/Sei Duhung dengan
seluas £ 4 Ha dengan kapasitas tampung + 6.500 M3;

3. TPK Antara 2 terletak di KM 0 /Tepian Sei Agung
dengan seluas £ 6 Ha dengan kapasitas tampung +
10.500 M3;

4. TPK Antara 3/Loading Point terletak di Sungai Segah,
Labanan seluas + 2 Ha dengan kapasitas tampung +
3.500 M3

Selain itu terdapat dokumen pendukung dalam penerbitan

SKSHHK meliputi :

1. SK. Manager Operasional PT Amindo Wana Persada
Nomor : 21/AWP-BRU/SK/IV/2018 tanggal 20 April
2018 tentang Pengangkatan P2-SKSHHK atas nama
Sdr. Herman Palisu, S.Hut di TPK Hutan KM 103, TPK
Antara 1 KM 74, TPK Antara 2 KM 0/Logpond dan TPK
Antara 3, Labanan;

2. SK. Manager Operasional PT Amindo Wana Persada
Nomor : 22/AWP-BRU/SK/IV/2018 tanggal 20 April
2018 tentang Pengangkatan P3KB atas nama Sdr.
Masrani di TPK Antara 1 KM 74, TPK Antara 2 KM
0/Logpond dan TPK Antara 3, Labanan;

Dari data Rekapitulasi Laporan SKSHHK dari bulan Februari

s/d November 2018, maka diketahui bahwa jumlah

dokumen SKSHHK vyang diterbitkan atau digunakan

mengangkut kayu hasil tebangan yang sudah di LHP-kan
dari TPK Hutan ke TPK Antara (1, 2, dan 3) sebagai berikut:

1. TPK Hutan KM 103/Sei Kelay ke TPK Antara 1 KM
74/Sei Duhung sebanyak 177 set SKSHHK dengan
1.231 batang atau volume 9.363,20 M3;

2. TPK Antara 1 KM 74 ke TPK Antara 2 KM.0/Logpond
sebanyak 173 set SKSHHK dengan 1.222 batang atau
volume 9.396,70 M3;

3. TPK Antara 2 KM 0/Log Pond ke TPK Antara 3 Labanan
sebanyak 8 set SKSHHK dengan 1.509 batang atau
volume 11.706,87 M3;

4. TPK Antara 2 KM 0/Log Pond ke Industri lokal sebanyak
21 set SKSHHK dengan 15 batang atau volume 128,54
M3;
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No. | Nomor & Judul VERIFIER |NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

5. TPK Antara 3 Labanan ke Industri sebanyak 4 set
SKSHHK dengan 1.506 batang atau volume 11.651,29
M3;

Hasil uji petik fisik kayu di TPK Hutan KM 103 maka

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan

selisih pengukuran volume kayu diperoleh 1,07 % atau

masih dibawah angka toleransi 5 %.

6. Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

No. | Nomor & Judul VERIFIER |NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

11 |3.13.a. M | pada periode penilikan ke-1 terdapat dokumen LMKB di TPK
Tanda-tanda PUHH/ barcode Hutan, TPK Antara 1, TPK Antara 2, dan TPK Antara 3, dan
pada kayu bulat dari per tanggal 23 November 2018 terdapat stok kayu bulat
pemegang IUPHHK-HA bisa sebagai berikut :
dilacak balak. 1. TPK Hutan KM 103/Sei Kelay sebanyak 262 batang atau

volume 2.052,19 M3;
2. TPK Antara 1 KM 74/Sei Duhung sebanyak 68 batang
atau volume 457,18 M3;
3. TPK Antara 2 KM.0/Log Pond sebanyak 8 batang atau
volume 54,96 M3;
4. TPK Antara 3 Labanan tidak ada stok kayu.
Dari stok kayu di TPK Hutan dan TPK Antara seperti diatas
maka hasil pengecekan fisik kayu ditemukan tanda tanda
PUHH berupa id barcode yang terdiri dari 27 digit
tercantum di label warna kuning serta nomor Sertifikat
PHPL :023.SPHPL.019-IDN-LPHPL-019-IDN.

12 | 3.1.3.b. M | Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui bahwa identitas kayu
Identitas kayu diterapkan yang tercantum di bontos kayu seperti id barcode yang
secara konsisten oleh ditemukan di TPK Hutan KM 103 /Sei Kelay dapat ditelusuri
pemegang izin asal usul kayu dari nomor petak tebangan RKT Tahun 2017

(Carry Over) dan nomor pohon yang ditebang sesuai hasil
cruising /ITSP.
7. Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke
luar TPK.
No. | Nomor & Judul VERIFIER |NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13 | 3.1.4. M | Sesuai dengan verifier 3.1.2 maka diketahui bahwa PT

Arsip SKSKB dan dilampiri
Daftar Hasil Hutan (DHH)
untuk hutan alam, dan arsip
FAKB dan lampirannya untuk
hutan tanaman

Amindo Wana Persada dari bulan Februari s/d 23 Februari
2017 telah menggunakan dokumen SKSHHK sebanyak 377
set SKSHHK dan telah diarsipkan oleh Bagian TUK/PUHH.

Jumlah dokumen SKSHHK yang digunakan 377 set,
terdiri dari :
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RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. TPK Hutan KM 103/Sei Kelay ke TPK Antara 1
KM 74/Sei Duhung sebanyak 177 set SKSHHK
dengan 1.231 batang atau volume 9.363,20 M3 (alat
angkut Truck Logging)

2. TPK Antara 1 KM 74 ke TPK Antara 2
KM.0/Logpond sebanyak 173 set SKSHHK
dengan 1.222 batang atau volume 9.396,70 M3 (alat
angkut Truck Logging);

3. TPK Antara 2 KM 0/Log Pond ke TPK Antara 3
Labanan sebanyak 8 set SKSHHK dengan 1.509
batang atau volume 11.706,87 M3 (alat angkut kapal
Tarik);

4. TPK Antara 2 KM 0/Log Pond ke Industri lokal
sebanyak 21 set SKSHHK dengan 15 batang atau
volume 128,54 M3 (alat angkut Truck Fuso);

5. TPK Antara 3 Labanan ke Industri sebanyak 4
set SKSHHK dengan 1.506 batang atau volume
11.651,29 M3 (alat angkut Kapal dan Ponton).

8.

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan
atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

No.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

14

3.2.1.a.

Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau
PSDH telah diterbitkan

Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui terdapat dokumen
SPP DR dan PSDH berupa SI-PNBP Online dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas LHP yang dibuat
oleh Sdr. Masrani dan dilaporkan melalui SIPUHH Online
oleh operator SIPUHH bernama Herman Palisu sesuai SK.
Manager Operasional Nomor : 02/AWP-BRU/SK/1/2018
tanggal 02 Januari 2018.

Sesuai dengan Rekapitulasi SPP DR dan PSDH pada RKT
tahun 2018 PT Amindo Wana Persada maka diketahui
bahwa jumlah tagihan DR dan PSDH kepada PT Amindo
Wana Persada atas LHP yang dilaporkan dari bulan Agustus
s/d November 2018 dengan volume 5.023,14 M3 yaitu
sebagai berikut :

1. Tagihan DR sebanyak USD 82.186,15;
2. Tagihan PSDH sebanyak Rp.399.846.990.

15

3.2.1.b.

Bukti Setor DR dan/atau
PSDH.

Pada periode Penilikan Ke-1 terdapat bukti setor atau
pembayaran DR dan PSDH berdasarkan SPP DR dan PSDH
yang tercetak lewat SI-PNBP Online sesuai dengan LHP
yang dilaporkan lewat SIPUHH Online dari bulan Agustus
s/d November 2018, dan jumlah bukti setor DR dan PSDH
tersebut dibuat Berita Acara Rekonsiliasi Triwulan II (April
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s/d Juni 2018) dan Triwulan III (Juli s/d September 2018),
yang menyimpulkan bahwa bukti pembayaran DR dan
PSDH oleh PT Amindo Wana Persada pada Triwulan II dan
IIT sudah sesuai dengan tagihan dan tidak ada tunggakan
atau denda pajak karena terlambat bayar.
Jumlah DR dan PSDH yang sudah dibayar melalui Bank
....dari bulan Agustus s/d November 2018 yaitu :
1. Pembayaran DR sebanyak USD 82.186,15;
2. Pembayaran PSDH sebanyak Rp.399.846.990.

16 |3.21c M | Sesuai dengan verifier 3.2.1.a dan 3.2.1.b, maka diketahui
Kesesuaian tarif DR dan PSDH bahwa SPP DR dan PSDH yang tertagih lewat SI-PNBP
atas kayu hutan alam Online (SIMPONI) dan bukti pembayaran DR dan PSDH
(termasuk hasil kegiatan yang dilakukan oleh PT Amindo Wana Persada sudah sesuai
penyiapan lahan untuk dengan tarif DR dan PSDH vyang diberlakukan oleh
pembangunan hutan pemerintah dan ketentuan yang berlaku tersebut yaitu :
tanaman) dan kesesuaian tarif 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PSDH untuk kayu hutan Nomor P. 71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016
tanaman. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-

11/2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014
9. Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

No. | Nomor & Judul VERIFIER |NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

17 | 3.3.1. M | pada periode Penilikan Ke-1 terdapat dokumen PKAPT yang
Dokumen PKAPT masih berlaku sampai dengan 25 Maret 2020 dengan Nomor

09.03.1.02555 atas nama PT Amindo Wana Persada,
sesuai Surat Dirjen Perhubungan Laut Nomor
48/UPP/PKAPT/05/2015 tanggal 25 Mei 2015
10. Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
No. | Nomor & Judul VERIFIER |NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
18 |3.3.2 M | pada periode Penilikan Ke-1 terdapat dokumen Surat

Dokumen yang menunjukkan
identitas kapal.

Persetujuan Berlayar atas nama kapal berbendera Indonesia
yang memuat kayu bulat dari TPK Antara 3 Labanan sesuai
dengan nama kapal yang tercantum di dokumen SKSHHK
yang diterbitkan melalui SIPUHH Online.

Dari bulan Februari s/d November 2018 terdapat 3 (tiga)
kapal berbedera Indonesia yang memiliki Surat Persetujuan
Berlayar pada waktu memuat kayu bulat dari TPK Antara 3
Labanan dengan tujuan Industri di luar pulau Kalimantan
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Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Timur, dan dokumen SPB tersebut sebagai berikut :

1. TB. Tridaya VI —TK. Prima Bahari XXI dengan SPB
Nomor : T.7/UPP-111/47/111/2018 tanggal 7 Maret 2018
dengan dokumen SKSHHK Nomor : KB.B.3141225
tujuan muatan PT. Sumber Mas Indah Plywood di JI.
Kapten Darmo Sugondo, Gresik;

2. TB. Batara IX dan TK.KBU 56 dengan SPB Nomor :
T.7/UPP-111/178/06/2018 tanggal 15 Juni 2018 dengan
dokumen SKSHHK Nomor : KB.B.3598899 tujuan
muatan PT. Tanjung Rayah Plywood di Desa Tinggiran,
Barito Kuala, Muarabahan-Kalimantan Selatan;

3. TB. Atlantic dan TK Global Samudera Jaya dengan SPB
Nomor : T.7/UPP-I11/336/X/2018 tanggal 27 Oktober
2018 dengan dokumen SKSHHK Nomor : KB.B.4180116
dengan tujuan CV. Jasa mitra Abadi di JI. Kapten Darmo
Sugondo 4 Kav.69-E, Gresik dan KB.B.4179528 dengan
tujuan ke industri PT Sumber Mas Plywood di JI. Kapten
Darmo Sugondo, Gresik.

11. Indikator 3.4.1.

Implementasi Tanda V-Legal.

No.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

19

3.4.1.

Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.

M

Pada periode penilikan Ke-1 terdapat dokumen SKSHHK
yang digunakan untuk mengirim kayu bulat yang berasal
dari blok tebangan RKT 2017 (carry over) ke beberapa
industri pengolahan kayu, dan berdasarkan observasi
lapangan terhadap fisik kayu bulat maka ditemukan Tanda
V-Legal (Indonesian LEGAL Wood) pada label id-
barcode warna kuning dan selain itu tertulis nomor
sertifikat PHPL : 023.SPHPL.019-IDN-LPHPL-019-
IDN dan nomor barcode yang terdiri dari 27 digit .

IV. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1.

Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan

sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

No.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

20

4.1.1.

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL/ RKL-RPL.

Pada periode penilikan Ke-1 tersedia dokumen Studi
Evaluasi Lingkungan (SEL) vyang telah mendapat
persetujuan dari Komisi AMDAL Pusat Departemen
Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 221/RIVI/
AMDAL/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 dan tidak ada
perubahan.
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13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak
lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

No. Nomor & Judul VERIFIER |NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
21 | 4.12a. M | pada Pada periode penilikan Ke-1 tersedia Laporan
Dokumen RKL dan RPL. pelaksanaan RKL dan RPL yaitu Laporan Pelaksanaan RKL

RPL Semester I Tahun 2018 dan dikirimkan kepada Dinas
Lingkungan Hidup dan Perkebunan Kabupaten Berau sesuai
tanda terima dan tanda tangan penerima oleh instansi

terkait.

22 | 4.1.2.b. M | pada penilikan ke-4 terdapat Laporan RKL dan RPL
Bukti pelaksanaan pengelolaan Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018
dan pemantauan dampak atas nama PT Sumalindo Hutani Jaya II yang disampaikan
penting aspek fisikkimia, kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan
biologi dan sosial. Timur, sesuai tanda terima.

V. PRINSIP 5
14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

No. | Nomor & Judul VERIFIER |NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

23 |5.1.la. M | Pada periode penilikan Ke-1 terdapat Pedoman/ Prosedur
Pedoman/ Prosedur K3. K3 yaitu SOP No.Dokumen :D 18/SOP-AWP/2018 tanggal

revisi25 Mei 2018 tentang SOP Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3), dan SOP No. Dokumen : D 17/SOP/AWP/2018
tanggal revisi 25 Mei 2018 tentang SOP Alat Pelindung Diri
(APD);

Terdapat Surat Keputusan Manager Camp PT Amindo Wana
Persada No. 039/AWP/BC-103/VI/2017 tanggal 01 Juni
2017 tentang Ketua K3 atas nama Maulana Hafizt,.
Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Amindo Wana Persada
yang ditetapkan oleh Manager Camp yang baru (A.Rido)

24 | 5.1.1.b. M | pPada periode Penilikan Ke-1 terdapat daftar peralatan K3
Ketersediaan peralatan K3. yang dimiliki oleh PT Amindo Wana Persada di lokasi kerja
yang berada di Base Camp KM 103, Base Camp Produksi
KM 127, Base Camp Transit KM 74, Log Pond KM 0 dan
Kantor Teluk Bayur (Tanjung Redeb).

25 |5.1l.lc M | Pada Pada periode penilikan Ke-1 terdapat laporan/catatan
Catatan kecelakaan kerja kecelakaan kerja di lokasi kerja PT Amindo Wana Persada
sesuai dengan Berita Acara Penanganan Keadaan Darurat
tertanggal 9 September 2018 atas kejadian kecelakaan
kerja yang menimpa operator traktor pada saat
memperbaiki jalan angkutan tiba-tiba muncul batang kayu
yang meluncur ke arah traktor dan mengenai kaki sebelah
kanan dari operator traktor tersebut, waktu kejadian
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NILAI
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tanggal 8 September 2018.

15. Indikator 5.2.1.

Kebebasan

berserikat bagi pekerja.

No.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

26

5.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.

Pada periode penilikan Ke-1 tidak terdapat perubahan
terkait keberadaan Serikat Pekerja di PT Amindo Wana
Persada yang belum memiliki namun terdapat kebijakan
perusahaan membolehkan atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja yang temuat dalam Peraturan Perusahaan
pada Pasal 46 poin (1) bahwa * Perusahaan memberikan
kebebasan kepada setiap karyawan untuk
berserikat”

16. Indikator 5.2.2.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

(PP) yang mengatur hak-hak pekerija.

No.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

27

5.2.2,

Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP.

Pada periode penilikan Ke-1 terdapat Peraturan Perusahaan
atas nama PT Amindo Wana Persadayangtelah disahkan
melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.
1684/PHIJSK-PK/PP/X11/2017 tanggal 27 Desmeber 2017
dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2019.

17. Indikator 5.2.3.

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

No.

Nomor & Judul VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

28

5.2.3.

Pekerja yang masih di bawah
umur.

M

Pada periode penilikan Ke-1 terdapat daftar karyawan PT
Amindo Wana Persada per bulan November 2018 sebanyak
90 orang yang terdiri dari 80 orang terdaftar di Kantor
Berau dan 10 orang terdaftar di Jakarta HO.

Dari 80 orang yang terdaftar di kantor Berau terdapat 20
orang tidak mempunyai identitas (KTP), sehingga menjadi
PR bagi HRD untuk segera memintanya kepada masing-
masing pekerja lokal.

Hasil verifikasi data karyawan tersebut maka tidak
didapatkan karyawan yang bekerja dibawah umur dan
nama karyawan yang termuda yaitu Sdri. Maya Sinta yang
lahir tanggal 23 Mei 1995 dan masuk ke PT Amindo Wana
Persada sebagai staf Accounting di Jakarta HO, sedang di
site yaitu Sdr. Eko Budi Santoso dengan tanggal lahir 19
Agustus 1993 sebagai Driver Truck Logging.
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F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT AMINDO WANA PERSADA

1. | Indikator 1.1 93 | % BAIK 3 3
2. Indikator 1.2 89 | % BAIK 3 3
3. Indikator 1.3 67 | % SEDANG 2 3
4. | Indikator 1.4 75 | % SEDANG 2 3
5. | Indikator 1.5 90 | % BAIK 3 3
- 6. Indikator 2.1 89 | % BAIK 3 3
7. | Indikator 2.2 92 | % BAIK 3 3
8. Indikator 2.3 76 | % SEDANG 2 3
9. Indikator 2.4 90 | % " BAIK 3 3
10. | Indikator 2.5 81| % BAIK 3 3
11. | Indikator 2.6 62 | % SEDANG 2 3
12. | Indikator 3.1 93 | % BAIK 3 3
13. | Indikator 3.2 . 75 | % SEDANG 2 3
14. | Indikator 3.3 78 | % SEDANG 2 3
15. | Indikator 3.4 67 | % SEDANG 2 3
16. | Indikator 3.5 78 | % SEDANG 2 3
17. | Indikator 3.6 78 | % SEDANG 2 3
18. | Indikator 4.1 87| % BAIK 3 3
19. | Indikator 4.2 93| % BAIK 3 3
20. | Indikator 4.3 74 | % SEDANG 2 3
21. | Indikator 4.4 75| % SEDANG 2 3
22. | Indikator 4.5 83| % BAIK 3 3
JUMLAH 55 66
83,33%
Nilai Kinerja PHPL ' (BAIK)

arinda, 15 Desember 2018
PL PT Trustindo Prima Karya
/

Ir Kurnia
Direktur
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